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ABSTRAK

Judul Tesis : PERAN ICMI DALAM PERKEMBANGAN POLIK
ISLAM INDONESIA ( Analisis Tahun 1990-2000)
Penulis : Mohammad Khoiri
Institusi : PPs IAIN Sumatera Utara - Medan
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA
2. Prof. Dr. H. Katimin, M.Ag

Tesis ini bertujuan mengungkap peran ICMI dalank@mbangan politik
Islam di Indonesia yang berlangsung sejak organisakhir di masa Orde Baru.
Organisasi ini telah memberikan warna dalam ‘/‘,r@r\lemghn politik Islam,
meskipun gema organisasi ini tidak sekeras padaksannya.

Penelitian ini dilakukan dengan mengguni‘ n\?entanalisys descriptive
dengan pendekatdmstoris faktual Dengan demil |éri\;penanda bahwa politik Islam
telah mengalami pasang surut sejak zaman k orgklnBa sampai sekarang. Di
awal kemerdekaan politik Islam mengaldmi,,,gﬂilemaehar gagalnya piagam
Jakarta. Selanjutnya mengalami ma agg\quggnentéﬂikptﬂlam dapat berperan
dalam kabinet, walaupun tidak bertahanlama. Pasang politik Islam tidak lagi
berperan sebagai motor Islam, akag}{tgt}at i partamiseperti Nahdatul Ulama
(NU), Partai Serikat Islam Indones[iié\[”(l?}sﬁ) damigia masih ikut terlibat dalam

A \\\\,// /
\ <

percaturan politik di Indonesia. ¢ =/

Kehadiran ICMI yang mendapat’dukungan dari pemaiam pada masa
Orde baru ikut memainkan peran-peran strategistdglangambilan kebijakan di
pemerintah. ICMI mampu memberikan masukan dalamemean kebijakan
Negara, terutama dalam pembentukan GBHN, ekonomikeéhijakan politik di
Indonesia. ICMI juga m inkan peran penting padakiasi di Indonesia
ditunjukkan dengan b&ié:a%a pengurus ICMI yangdsérlduduk di lembaga-
lembaga Negara. Lang| «ah sensasional juga di tuajukttalam peran politik
dengan posisi tawe yang tinggi duduknya beberamgyrus ICMI dalam partai
politik. Bargaininﬁq; positionhabibie dianggap berhasil sehingga Harmoko menjadi
Ketua Umum Partai-Golkar pada Munas V Golkar, ssgfamlah pengurus ICMI
yang duduk sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Dari penelitian ini ditemukan bahwa peran ICMI dalgperkembangan
politik Islam terjadi saat kekuasaan Orde Baru deraalam kondisi stabil,
sehingga ICMI mampu berperan dalam birokrasi pentedian dan politik serta
sebagai kekuatan baru yang bernuansa Islam. PsidaisiICMI sebagainterest
group(kelompok kepentingan) yang berperan pada masa Bade dan sejak Orde
Baru runtuh gema ICMI berangsung pudar dan menlkgganasa keemasannya.
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ABSTRACT

Thesis Title : The role of the Association of Inésian Muslim Intellectuals
(ICMI) in the development of Indonesian Islamicipcél. (1990 —
2000)

Name : Mohammad Khoiri

Institution : Post Graduate School (S2) IAIN No&hmatra — Medan

Supervisors : 1. Prof. Dr. Hasyimsyah Nasution, MA
2. Prof. Dr.H. Katimin, MA

This the sisaimstoun cover the role of ICMH Wltlcal development of
Islam in Indonesia that took places ince the oaﬁmn“% birthin the new order.
This organization has provided color in the(/ poﬁﬁcdevelopment of Islam,
although the echo of this organization is not a;m;tm/as on its age golden.

This research was carried out by us\mg contentyarsakjescrlptlve with
factual historical approach. Thus marksgbat ésépolltlcal has experien cedups
and downs since the Dutch colonla},‘ mp the ptesAh the beginning of
independence, the Islamic politicalis @ adilembecause of the failure of the
Jakarta Charter. Further more, expe/rter;rce/d a pefipdrliamentary political Islam
can play a rolein the cabinet althouighnot lasglorhe ups and downs of political
Islamis no longer acting asa Islamic_motor, buirtst partiessuch as the Nahdlatul
Ulama (NU), United Islamic Party\c)f Indonesia (ARhd other sare stillinvolved
in the political arena in Indonesiar//

The presence of ICMI received support from the gowent during the
New Order played a strati gic roles in policy makingovernment. ICMI is able to
provide input in deter ining state policy , espkgian the formation of the
Guidelines econom c-and political policy in Inédsim . ICMI also plays an
important role in th - indonesian bureaucracy ghswn by some ICMI boards sit
in state |nst|tut|o s.-The sensational steps ase shown in political role with a
high bargaining pe\ r some ICMI boards sit in polgarty. Habibie's bargaining
position was considered so successful that Harnbekome chairman of Golkar in
the National Conference V Golkar Party,as well asiiamber of ICMI board sitting
as a member of parliament.

From this study it was found that ICMI role in tHevelopment of Islamic
politics occurred when the New Order was in stafgedition , so ICMI able to
participate in the civil and political as well as@w force nuances of Islam . On the
other hand ICMI as an interest group that plagla n the New Order period, and
since the collapse of the New Order ICMI echoe® fadlay and leave its golden
age

KATA PENGANTAR
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N N
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N/
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\/Z
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magister pada Prodi Pemikiran Islam
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//
N /‘/‘
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Peran umat Islam dalam kehidupan politik di Indeaéslah mengalami
pasang naik dan pasang surut. Masa penjajahand2elgpang awal kemerdekaan
dan demokrasi parlementer, peranan umat Isram\ remgapasang naik,
sedangkan masa demokrasi terpimpin perana;} é?@mémgalaml pasang surut.
Dinamika ini disebabkan karena: Pertamé( par{aapdslam pada masa itu

N \\ //

merupakan kelompok politik minorita \%Ia kelemlzag&enegaraan dan hanya

mampu melakukan pasar politik plpggrr;am Keduaapedan kekuasaan politik
berada ditangan Sukarno dengan [bantuan komunisedéara nasional Indonesia
Angkatan Darat (TNI AD) plm@na‘n jendral Abdul HamNasution. Ketiga, partai-
partai islam tidak punya %ﬁ%nolam kecuali meswyaikan diri dengan tata politik

yang ad&.

Pada mp \rjljajahan Belanda, umat Islam dengam mignentang

Belanda yang dipir\r;;j)in oleh para ulama, sehingga nemBelanda tak berdaya
mematahkan perlawanan umat Islam. Umat Islam demyama mengambil sikap
bermusuhan dengan pihak Belanda, tetapi pada nmasdugukan Jepang, umat

Islam dan para ulama menngadakan kerjasama dengarasuki kantor-kantor

urusan agama Jepang seperti Shumuka dan Shutnwah kédatangan Jepang ke

! Sodirman Tebbdslam Era Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagama@ ogyakarta:
Tiara Wacana, 1993), h. 3-4

Ahmad Syafiie Ma,arif,lslam Politik Teori Belah Bambu Masa demokrasi iegn
(1959-1965), (Jakarta: Gema Insani Press, 1966)2h.
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Indonesia telah mendapat sambutan yang meriahpeeai ulama dan umat Islam
karena Jepang dianggap sebagai pemimpin yang agarbebaskan tanah air dari

penjajah Belanda.

Awal kemerdekaan, ummat Islam berperan dalam meskamu piagam
Jakarta, sampai pada masa demokrasi parlementgidgdaim hal ini di wakili oleh
partai Islam Masyumi (Majelis Syura Muslimin Indei. Tahun 1950 di bawah

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS), kep/a@ I%tahan dipegang oleh
N

Perdana mentri M. Natsir. Pada masa itu Mas(@%x}?amﬂmn peran yang cukup

penting, meskipun beberapa kali kablnetnyQ Ja}uhgba Perannya yang cukup

memuaskan pada saat kabinet Boerha %ﬂu; Haralrapgaag kekuasaan, karena

// ™

dapat menyelenggarakan pemilu pfertamé di Indongaiag melahirkan kabinet

\ \ //
Ali-Roem-ldham dan dapat mengerrﬂ)allkan wibawa pertaran Indonesia
//
terhadap Angkatan Darat deﬁgan membubarkan Uninkgia Belanda secara
Ao
secara universal serta}‘;‘%})yelenggarakan konfreAsg@-Afrika (KAA) di

Bandung tahun 1955.

Khalid, atau kabinet terakhir dari masa demokrasigmenter jatuh, tetapi majelis
konstituante masih terus bekerja untuk merampunglégas khusus pembahasan

tentang dasar Negara yang telah rampung 90%, tatdpinya Dekrit Presiden

3 Ibid., h. 45



15

tanggal 5 Juli menggagalkannya, karena menghekeaakbali Undang-Undang

dasar 1945 dan mengukuhkan Pancasila sebagaiNiegara’

Munculnya demokrasi terpimpin, karena Soekarno mgm
pemerintahan secara otoriter dan inkonstitusidr@hya inilah tidak disenangi
bahkan ditentang oleh sebagian partai, khususny&ipslasyumi. Sedangkan
Nahdatul Ulama (NU) Partai Serikat Islam Indone@i®Sll) dan Perti lebih

mentolelir. Masyumi menganggap bahwa ikut sert@rdademokraﬁ terpimpin
QA N
yang otoriter (menyimpang dari demokrasi), méruﬁ%*nylmpangan dari agama

N/
A

)/

%\\
Penentangan Masyumi terha(dap - demokrasi terpimpimg ydipimpin

/

islam.

// “\\‘

Soekarno ditambah perbedaan peridap@t mengenaBaiah antara Sooekarno dan

— ij AN
Natsir, maka muncul kebencap &Oekarno terhadayyiais sehingga pada tahun

)

)/
1960 masyumi dibubark Pe@bubaran ini digugah oleh Muhammad Roem

hingga Orde baru ber t((as?;‘tetapi tidak mendapggtgpan dari penguasa Orde

Baru, karena Orde “\:‘ebih memfokuskan diri gaelaciptaan stabilitas politik,

ekonomi dan kearé‘:‘an.

Pada saat Orde Baru muncul, pemerintah bertekadk untenjaga
kestabilan politik, sehingga dominasi partai-pagalitik pada masa Orde Lama,
perlahan-lahan ditiadakan. Kebijakan pemerintah@nberpengaruh pula pada

kelahiran Parmusi. Parmusi tidak dizinkan berdipabila dipimpin oleh mantan

* AW. Widjaya, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan UUD Negara Indomegalam Lintasan
Sejarah dan Dasawarsa 1945-196%akarta: Fajar Agung, 1989), h. 42.

® Ahmad Syafiie Maarifislam dan Politik....h. 45

®Yusril Ihza MahendralModernisme dan Foundamentalisme dalam Politik Isl@fakarta:
Paramadina, 1999), h. 112



16

anggota Masyumi, karena Masyumi adalah salah satiaiRslam yang berperan

pada masa Orde lama dan berorientasi ISlam.

n8

Selain itu Ali Murtopo menginginkan adanya “rekang&si politik™ untuk

menciptakan kondisi yang menguntungkan guna terggeganya pembangunan,
karena struktur politik Orde Lama dianggap tidaknomgang pembangunan dan
hanya mementingkan ideologi politik daripada pengb@an. Untuk itulah, maka

organisasi politik Islam dipetieskan atau dengat&@lm partisipasi partisipasi
QY

politik diredam selamanya. ( \‘\5

N/

///A

Kebijakan politik pemerintah Ogg B\aﬁflnllah yamgnyebabkan partai

politik Islam mengalami pasang surﬁ% | > ebabkaeh diga faktof. Pertama,

\

campur tangan pemerintah yang ‘ietlaiu besar me(aiuwkrasi politik). Tahun
e — \\)

1968 campur tangan pemerlnt@h atau birokrasi pabtah tampak pada awal Orde

N®)
an&a Parmusi (Partai Nhisli Indonesia), karena

Baru dengan tidak diteri

pemimpinnya diangga n%éntan pemimpin Masyumi. Tab@n3 adanya fungsi

partai-partai Islam,siajpada tahun 1977 munculopesh penghayatan dan

pengalaman Paﬁc;\jla (P4) yang kemudian melahifikdh MPR NO. Il tahun

1978 yang memasukkan aliran kepercayaan di dalam8gata tahun 1985
pemerintah menetapkan Pancasila sebagai satu-aaasas bagi seluruh partai

politik dan organisasi masyarakat (UU No. 3/1986 d& No. 8/1985).

" Ahmad Syafeie ma,arifslam dan Politik...h. 45
8 Ridwan SaidiGolkar Pasca Pemilu 199R]akarta: Grasindo, 1993), h. 43
? Sudirman Tebba, Islam..., h. 6
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Kedua, diferensiasi sosial (perbedaan sosial) yaeggakibatkan umat
Islam terbagi-bagi tidak hanya dalam bidang paqlité&tapi juga dibidang-bidang
lainnya. Adanya peningkatan pendidikan dikalangarmatulslam seiring dengan
tuntunan era modernisasi dan pembangunan yangardi@h pemerintah
melahirkan perbedaan pemikiran ideologi, seperihdiean mendirikan negara
Islam. Ketiga, kurang jelasnya konsep politik Isl&om sendiri misalnya: konsep
pemerintahan dengan konsep imamah atau khilafalhbe®&an interpretasi

(NS
\‘;7\ -

(penafsiran) ini diakibatkan oleh perbedaan peaili gﬁ dialami umat Islam dan

perbedaan firgah dalam teologi IslaMh. =
”~ \Qi‘f’;//s
2

((
\

N e .
“aspirasi umat” dan “wadah penyg{u@nfmya”, umeaki lagi diartikan sebagai

Kesemuanya itu juga mem
N\

\\\\,7,/‘/"
community (komunitas dalam arti-sempit) yang berorientasiappartai politik
A\ WV
Islam, ormas Islam, tetapi kini-telah diartikan aghi society(masyarakat dalam

RN

arti luas) yakni siapa yar g-mengaku beragama Iskspirasi umat tidak lagi

=
menghendaki gaga/s:%]yegara yang ideal (Islam)piteimi menghendaki

}e idupan yang rasional danresrgaperti keadilan, kejujuran

diteggakkan sistgf

(nilai-nilai universal)**

Demikian pula dengan “wadah” tidak harus partaarsl yang penting

kehidupan yang rasional dan empiris ditegakkanndahaasyarakat Islam.

12 Muhammad Abu Zahralliran Politik dan Agidah Dalam Islam, terj. Abd Raan
Dahlan dan Ahmad Qaril{Jakarta: Logos, 1996), h. 1-15.

! Pendapat ini sealiran dengan pemikiran politik iABd Al-Raziq tokoh yang
menyatakan bahwa Islam tidak ada hubungan denggaraleNabbi hanya seorang rasul yang tidak
ada hubungan dengan Negara. Lihat Munawir Sjadisdéim Tata Negara Ajaran, Sejarah dan
Pemikirannya, (Jakarta:Ul Press, 1993), h. 1. Ljnga Oliver Roy,Gagalnya Islam Politik{r;.
Harimurti dan Qamaruddin, (Jakarta: Serambi IImm&sta, 1996), h. 6
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Selain itu, perubahan konsep politik tersebut karéesakan pemenuhan
kepentingan ekonomi dan bergesernya posisi paldlam perjuangan Islam, maka
perjuangan Islam tidak laggi dilihat sebagai peargean politik (Negara Islam)
semata, tetapi juga harus mampu menyelesaikandarparsoalan yang dihadapi
umat dan mampu menawarkan Islam sebagai konsepadarberkembang dengan
cepat. Dengan demikian ajaran agama diartikan tltakya kehidupan manusia
dalam dunia realita yang berubah dan dipahami mlsawatu yang bersifat sakral

(C \\
dantranscendentahkan tetapi sebagai konsep spéﬁa“g>

NS —/
Sebagai rahmatan lil alamin Islam taKd@pat difkaahdalam setiap sendi-

S
éttap bigang diisinya, Islam memiliki

sendi kehidupan setiap manusia. Dala

peran yang sangat penting. Tak terl@eeual’ i dalamngigdoemerintahan dan Negara,

)
N )
\\ )

N

dimana Islam dan Negara khususnya Negara Indomesigiliki perannya masing-
//

masing dalam proses penyejahter/aan umat manusiatakrdapat dipisahkan satu

AN ©
sama lain, hal ini sesuai E\an Ayat Al Quran :

¢ O&5er@8% 04O
A P eI : =AR=>00.COLL BKMARZGE -9 7
0RO Wa S B-OR2200COLSO

QN ee B SHAECRE BOIsT Do @EHIOANL SO
€ERO0B0ORO s AT, @RNx O IWNVIRIOUOGC o
HANO FIN€ER@ua €0 * Lo @EERO
* e R ¢S ARCQO. AR =D & P @AY & A
AE1w®+0 g KO GNEe Ao 3 0710 wa 3 ¢0

ENAH CRIOB Ontses €N ROLOON OO <OT7ORE

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, taatilahl&h dan taatilah Rasul (nya),
dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamulbman pendapat

12 Ahmad Munir MulkanRuntuhnya mitos politik santfYogyakarta: Sipres, 1992), h 19-
20.
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tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada AlRlhQuran) dan
Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar berimgoa#la Allah dan
hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagirdan lebih baik
akibatnya®®

Barangkali karena fenomena-fenomena diatas itulaig ymemberikan
akses munculnya lkatan Cendekiawan Muslim Indon@€iMI) sebagai sesuatu
kekuatan kelas menengah muslim,yang diharapkan mampu memahami dan

mengangkat nilai-nilai Islam sebagai konsep- konsslepu pengetahuan yang

/ \ \
menandingi konsep-konsep pengetahuan yang be@@jdmat dikatakan sebagai
AN
“gerakan intelektual® yang lebih mandiri, belfxés pll dalam mengkonstriarsi

_ o
aspirasi-aspirasi Islam. Selain itu karenavlcwgﬁmsw berdasarkan agama Islam

atau ikatan primordialisme (kerakya<w\rx)§§/ang menitkdn pro dan kontra
,,\\,

merupakan perkumpulan dari ceqdeklawan yang bdigigan. Hal ini berarti
NS

PN

bahwa para cendekiawan te;sebut akan mampu memat@mimenjembatani

aspirasi-aspirasi dari masy akgt I/slam ke dalamepiatah.
;{é}5
Pada tahun 4 sebenarnya telah muncul kelompaikkipelslam'®

[~

Semacam kelompgx\ para cendekiawan muslim yang ldisableh keputusan

menteri agama kéﬁi et pembangunan IV 1983-1988 Murtgjadzali, kelompok
ini diketuai oleh Muchtar Buchari dari Lembaga lInRengetahuan Indonesia
(LIPI). Kelompok pemikir Islam ini terdiri dari bleagai instansi yang ada seperti

Departemen Agama, LIPI, lembaga penelitian, peraantan lembaga swadaya

B Q.S An-Nisa/ 04:59

% bid., h. 9
15 Sudirman Tebbdslam... h. 7
% bid, h. 254
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masyarakat (LSM). Kemudian berkembang dengan adaesyamuan cendekiawan
muslim yang dipelopori oleh lembaga studi agama filaafatt (LSAF), Majelis
Ulama Indonesia (MUI), Lembaga Penelitian, pendidiklan penerangan ekonomi
dan sosial (LP3ES), universitas Ibnu Khaldun daivarsitas Islam As-Syafiiyah

Jakarta.

Meskipun pembentukan oleh pemerintah melalui meragama dan

didukung oleh beberapa lembaga, tetapi gema J@miya tidak sama seperti

\\ Y
kehadiran ICMI pada saat itu. Apakah hal (rn be?hahwa kehadiran ICMI
/"'7\ )
sengaja direkayasa untuk memperoleh dukqnggn diongan Islam, mengingat

\?\/Q\

umat Islam di Indonesia mayoritas. knya adygy @erpendapat demikian

dengan mengatakan bahwa mengfﬁgé&adanya ketidakampdi antara ABRI

AN
\\//

dalam mendukung presiden, maka presaden mencobgamdxil langkah-langkah
//
untuk mendapat dukungan daﬁ gdongan Islam, dawpa&nya telah membuahkan

N @
ya:Soeharto sebagai presiB¢nperiode 1993-1998.

£ but telah dimulai sejak Deserh®888 yaitu:

. Disahké?f‘ya Undang-Undang Peradilan Islam.

2. Disahkannya Undang-Undang Pendidikan Nasional 1889 tahun
1991, diizinkan pemakaian jilbab di sekolah-sekaiageri.

3. Ditutupnya tabloid monitor dan arswendo dipenjarededaun 1990,

4. Tahun 1990 bulan Desember, diadakannya simposiurdekeawan
muslim se-Indonesia, presiden berkenan membukaosionp tersebut

dan Shudarmono menutupnya.

5. Presiden sekeluarga menunaikan ibadah haji ke rhakkan 1991.
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6. Didirikannya Bank Muamalat yang dihadiri oleh kett@MI dan
MUl

Ketidak kompakan ini diakui, baik oleh kelomppokngekung maupun
pengecam ICMI hal ini dikaitkan dengan persiapagsiolen dan kelompok militer
tertentu, khususnya yang berhubungan dengan Benmgavii menguat pada tahun
1989 dan 1990, menjelang pemilu 198 ampaknya ICMI sebagai ikatan para
cendekiawan sebagaimana layaknya sebuah Qr@nmasyarakat lainnya,

dianggap saja peduli terhadap masalah- masalafhﬁﬁﬁ’kpetam juga terhadap
//

masalah-masalah politis. Di samping itu yang\mermxdotan adalah isu peran

ICMI dibalik pemilihan ketua umum G(;tljgar J;Jemlllhzﬁubernur pengangkatan

>~

anggota MPR atau mutasi di Ilngkung@A ?QDengan demikian dapat dikatakan
\\ —_/
bahwa ICMI tidak hanya lkatan éeQd@klawan Muslimirsionesia, tetapi juga

— ,j‘\f

dapat dikatakan sebagai suatqﬁ(éiompok kepentingan.
)

B. Rumusan Masalah{—
=
Bertitik tolak da f‘z%ian diatas maka, inti masaiesis ini, sebagai berikut:
. N\ :
1. Bagaimana peran ICMI dalam kelompok kepentingan.

a. Peran ICMI dalam birokrasi pemerintah di Indonesia

b. Peran ICMI dalam Partai Politik di Indonesia.

" Leo SuryadinataGolkar dan Militer Studi tentang budaya politikJakarta: LP3ES,
1992), h. 148-149

18 Robertt W HefnerlCMI dan Perjuangan Kelas menengah IndonessiaEndi Haryono,
(Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 57
19 Andian HusainiHabibi, Soeharto dan IslangJakarta: Gema Insani Press, 1995) , h. 46
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Pertanyaan tersebut akan dijawab melalui uraiauranalisis yang
berdasarkan pada sumber-sumber yang digunakamggehpenelitan ini menjadi
sebuah tesis yang menjelaskan peran ICMI dalamepdsangan politik Islam di

Indonesia.
C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian Tesis ini adalah : o
(T

\ \\\
1. Mengetahui peran ICMI dalam kelompolyké@ﬁptlngan
\\

/ >

)
a. Mengetahui peran ICMI dalam b|r0k¢a§| pemerintaimdonesia.

//

Manfaat dan kegurKah pénelltlan ini adalah: patamtuk memberikan

sumbangan bagi perk%m:;#gan studi politik Islamindionesia dengan cara
merangsang penelitia:ie%tang ICMI yang lebih mimdaKedua, memberikan

masukan kepada\i‘?“?‘ politikus Islam dan pemikiaseenambah khazanah ilmu

pengetahuan. Ketiga, untuk meraih gelar megistétadicasarjana IAIN Sumatera
Utara dalam bidang Ilimu Sosial Politik Islam. Demgalemikian dapat
menyumbangkan pikiran demi kemajuan ICMI pada kboga, kemajuan Islam

pada umumnya.

E. Landasan Teori
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1. Bureaucratic polity

Bureaucratic polityadalah salah satu teori yang paling sering digamak
didalam memahami karakteristik politik dan birokrdisindonesia pada masa Orde
Bar’® Bureaucratic polityadalah suatu sistem politik di mana kekuasaan dan
partisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusatikptrbatas pada pegawai
pemerintah, khususnya perwira militer dan pejaibggt dalam birokrasi* Semula
Bureaucratic Polityini digunakan Fred Riggs untk;k\rgénganallss sispatitik

N
Negara Thailand pada pertengahan 1960 dan ke%\aﬁganakan Karl D. Jackson

o SN
dalam konteks Indonesia untuk melihat pemgmﬁde@aru

mantap yang belum pernah dlala(mL p,ada masa-masaripéshan sebelumnya

Jgiﬁ\\j

yang sengaja diciptakan dar)r/ﬂllpellhara oleh peradram Orde Baru dengan
\\, /
berbagai cara untuk men ergk' an kembali kehidymaekonomian, sehingga

}::S

tercapai pertumbuhanng nomi yang pesat.

xﬁ

Mengingat ,fpié”masa Orde Lama, pemerintahan lel@hgutamakan

pembangunan di\b‘l;dang politik, sehingga pembangweta@momi tertinggal jauh
"Angka inflasi pada tahun 1965-1966 mencapai 65%gasgkan pertumbuhan

ekonomi nyaris stagnaff’ situasi seperti ini memberikan motivasi kepada

2 priyo Budi santosdirokrasi Pemerintah Orde Baru: perspektif Kultugdn Struktural,
(Jakarta: Rajawali Press, 1993), h. 30

2 Karl D. Jackson, “Bureaucratic polityh. Theoritical Framework For The Analicies of
Power and Communication in Indonesia” dalam KarlJBckson nad Lucian W. Pye (ed), Political
Power and Communication in Indonegerclhey: University of California Perss, 1978)3

%2 yahya Muhaimin,“Beberapa Segi Birokrasi di Indonesia’ dalam Prismdo. 10,
(Oktober, 1980), h. 26

% santosoBirokrasi Pemerintahan..h. 117
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pemerintahan Orde Baru untuk mencanangkan pembangulengan
memprioritaskan pembangunan ekonomi. Sedangkamdatan pembangunan
ekonomi membutuhkan dukungan, seperti stabilitaditipo yang harus
mengabaikan dulu partisipasi politik. Penyumbatartigipasi semacam ini biasa
dilakukan oleh pemerintah di Negara-negara berkegilyang sedang melakukan

pembangunan.

Di Indonesia mengandung dua ciri utarﬁargm%mc Polity’* Pertama,
N N
lembaga politik yang dominan adalah aparat ‘blr@ﬁ?éedua lembaga-lembaga
N/
politik, seperti parlemen, partai politik dmrter‘gst/group(kelompok kepentingan)

\/Z
?éi@t birokasindauatu pemerintahan,

dalam keadaan lemah. Domlnannya\

karena birokrasi dibutuhkan untuK/ meia(ksanakan dufumgsi yang diemban

\\//

K

pemerintah dan fungsi fungswﬁu d]]alankan olelrokiasi yang memiliki
//

karakteristik yang ideal sepem pﬁmbaglan kerjgarki wewenang, pengaturan

perilaku pemegang jabatar

\
*ﬁﬁrokrasi, impersonahtasungan, kemampuan teknis

dan karier®

menggunakan teknologi yang semakimplek dan

mencampuri urusan masyarakat di segala bidang leaid maka akan terlihat
kehidupan masyarakat dan negara semakin tergarkepgda birokrasi karena
disitulah letak tugas dan kewajiban birokrdsDominannya birokrasi dan selain

karena memiliki karakteristik ideal sebagai orgasisyang kha$’ juga memiliki

**bid .,h, 31

% Mohtar Mas’oedPerbandingan Sistem Politikyogyakarta: gajah Mada University
Press, 1989), h. 98-99

% J.W. SchoorlModernisasi(Jakarta: Gramedia, 1984), h 167

" Prajudi AdmosudirjpAdministrasi Umum(Jakarta: Ghia Indonesia, 1992), h. 9
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sumber-sumber kekuasaannya yang berperan sebagsonifigasi Negara,
penguasaan informasi, penguasaan keahlian tekmis sthtus sosial tinggF
merupakan sumber kekuasaan birokrasi, karena demganiliki kedua sumber
kekuasaan itu, birokrasi mampu memberikan masukmdproses pembuatan dan
pelaksanaan politik. Peranan birokrasi semacankéfianyakan di Negara-negara
dunia ketigd® seperti Indonesia. Mestinya lembaga legislatif édskutif yang
membuat dan merencanakan undang-undang, tetam@mmya justru birokrasi.
Keadaan semacam ini, sesuai dengan mnprT/?;akyar birokrasi mampu

bersikap, bebas dan terlepas dari kontrol masyal/ahquun pimpinan ekskutif

sendiri¥®

Bureaucratic Polltymempunyal sn‘af sifat yang meliputi pemusaranustat

)
N )
\\ )

K

keanggotaan politik dan kekuasaan* politik dan tanght kecil, dominannya
R\ VY

peranan birokrasi (sipil dan mrl]ter) baik dalammadistrasi, maupun pengambilan

keputusan, adanya ona/l‘i‘\“““s\:&ang menonjol pada dgasembaga, arti ideology,
N

terbatas sebagai deb t-politik, organisasi atalakian; tidak ada lembaga politik

diluar blrokraS| %g mampu mempengaruhi keputlsgutusan politik,
penekanan pada strategl pertumbuhan ekonomi, teayt@nggunaan modal swasta
asing dan dalam negeri, pembatasan partisipagikpddn ada penyaluran politik

yang berarti selain saluran yang resmi.

Dari penjelasanBureaucratic Polity yang dikemukakan di atas maka,

konsepKarl D, Jacksonyang penulis pergunakan dalam penulisan tesikangna

Z\ohtar Mas’oedPerbandingan Sistem.h, 101
#bid., h. 102
*¥1bid., h. 101
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menurut penulis konsep tersebut cukup mudah unpahdmi. Pada intinya dapat
di simpulkan bahwaureaucratic Polityadalah ditandai oleh peran dominan dari
birokrasi, baik sipil maupun militer dalam prosesnybuatan dan pelaksanaan
keputusan politik yang mengikat masyarakat umunmmikian juga pembentukan
ICMI memiliki hubungan erat karena banyak para kb yang terlibat dalam
ICMI, baik sebagai pengurus harian maupun sebagggaa. Dalam bahasan
tentangBureaucratic polity yang dimaksudkan de/qgapsbirokrasi di sini adalah
keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil may/ﬁé\?{e;\r\wang melakukan tugas

N
membantu pemerintah dan menerima gaji dqﬁiﬁgﬂﬁrkmena statusnya.
N/
N =

2. Kelompok Kepentingan
N\
.

/‘/ i’i\\\\\::, 4
Dalam analisis politik, kelomfbg\@y‘epentingan mekgrasalah satu struktur

Y AN

(lembaga politik) dari sistem:ibpﬁtik yang menjdtan fungsi artikulasi
(L )

tuéﬁman dukungan kepadaenntah). Kelompok

kepentingan (penyampaia

kepentingan adalah ad?j“elompok individu yanguloiimgkan dengan ikatan

kepentingan atau \:‘f‘ngan yang dengan sadar @abagian kepentingan-

kepentingan tersfebif ada sisi lain kelompok kepentingan diartikan gabsuatu
organisasi yang terdiri dari sekelompok Individingamempunyai kepentingan,

tujuan dan keinginnany4. Kepentingan, tujuan dan keinginan tersebut dapat

terealisir dengan baik, apabila ada akses untuk/aherkannya.

31 Yahya MuhaiminBeberapa Segi Birokrasi. h, 21

32 Ahmad, G.A. dan G.B. Powell JEomparative Politic,(Bostos: Toronto Little Brown
and Company, 1978), h. 170.
¥ Haryanto Sistem Politik: Suatu Pengantdl¥ogyakarta Liberty, 1982), h. 74.
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Apabila tidak ada akses, biasanya suatu kelompgserkengan dapat
melakukan penekanan peda pemerintah, agar tujepenkngan dan keinginannya
tercapai. Untuk itu, istilapressure grougkelompok penekan) sering dipergunakan
untuk menyebut kelompok kepentingan, karena keldmkepentingan sering
muncul untuk menekan pemerintah, memperoleh jabatalik>* Seringkali
kelompok kepentingan terlibat dalam penyeleksidoreaalon partai dan selalu

berusaha agar anggota-anggotanya terwakili dalamisk&omisi pemerintahan.
Y

. . YN
Dengan kata lain bahwa kelompok kepentlnq’%giggmw ke masalah-masalah

N,
kekuasaan pemerintah&h. ‘(?—’—17\&—/
ol \\\Tf;i/‘/s
R

an mempunyai strukientuk organisasi,
C N

Jota, adanyaurkkasi yang teratuf’

Selanjutnya kelompok kepentin

. N
program atau tujuan dan anggota-an

AN/
«\\\ \\\, .
Kelompok kepentingan merupakan kelompok sekundegpt keompok yang
A\ WV
berkenaan dengan perkumpulan‘perkumpulan yangfétemsilitis®>’ Dan ketiga

BN
penjelasan mengenai k\%}aok-kelompok yang disabutliatas, maka ICMI

digolongkan sebag\:%{élompok kepentingante(est Groupyaitu kelompok

kepentingan yan/gﬁ; ikan sebagai setiap organysag berusaha mempengaruhi
kebijaksanaan pemérintah. Pada waktu yang sam&ehmrdak memperoleh
jabatan politik, seperti anggota-anggotanya yanglukludi legislative dan

pemerintahan.

3 Mochtar Mas'oed,“Kelompok Kepentingan dan partai Politik’dalam (ed) mac
Andrew, Perbandingan Sistem..., h 53-54.
% NasikunSistem Sosial Indonesi@lakarta: Rajawali Press, 1992), h. 18-21.

% Ralf DahrendolfKonflik dalam masyarakat Industri: Sebuah Analikigik, (Jakarta:
Rajawali Press, 1986), h. 222
3" Nasution Sistem Sosial..h 19.
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ICMI sebagai kelompok kepentingan mempengaruhi paembuat
keputusan politik dengan menggunakan berbagai sukdkeiatan potensial yang
dimilikinya.®® Efektifnya suatu kelompok kepentingan di dalam yaéurkan
kepentingan tergantung kepada isu-isi yang seddmdpahgkan oleh pemerintah.
Selain itu, tergantung bagaimana kelompok itu dglan, tenaga dan sumber daya
dari anggotanya, seperti kemampuan finansial, joralaggota, kecakapan politik,
kesatuan organisasi dan prestasinya di mata maﬂya@\um atau para pembuat

\ Y
keputusan pemerintahah. \\

é

f\\\ﬂaya tensetkat ICMI mempunyai

sumber-sumber kekuasa”éfnSumber//sumber kekuasaan tersebut memiliki sifat,
\\ /‘/‘

RN
misalnya merupakan kedudukarr kekayaan, kepercayadmingan kerabat atau
//«:\

kepandaian dan keterampilan thyngga pekerjaaprognam kerja yang dilakukan

:ﬁa\gian sumber daya yan dimiliki irdlivimeliputi

berprestasl” Disamping

waktu bebas, reputas\: }a\gg daya tarik pribadihkan, manipulasi atau persuasif

dan jenis pengetak\%b atau infornfasi.

Ada limavariable power resourcegang di miliki ICMI untuk mencapai

tujuan dari kelompok penekan yaitu: anggota, olgsij status dan image, uang

% Ramlan Surbaktimemahami ilmu politik(Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia,
1992), h. 68

39 Masyarakat'oedEfektifitas dan tanggung jawab.h, 60.

0 Miriam Budiardjo,Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibagakarta: Universitas
Indonesia, 1991), h 9.

“1 KushandayaniElit Desa di Tinjau Dari Sumber Daya Kekuasaébgkarta: universitas
Indonesia, 1991), h. 17

*2Ipid., h. 17
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dan keahlian memimpiff. Klasifikasi sumber daya kekuasaan tersebut adalah:
pendidikan, kecakapan, senjata, kekayaan, kedudiskaprestise sosial, minat dan
perhatian serta pengalaman politik dan partisiffaBengan demikian maka ICMI

dapat berperan dalam politik khususnya Islam dotesia.

Adapun pendekatan teori politik untuk menganaligsan politik ICMI
dalam perkembangan politik Islam adalah yang tetlagalam pendekatan

(X
pemikiran politik Islam yaitu: Islam bukanlah semqn@?ﬁgama dalam pengertian
N
Barat, yakni hanya menyangkut hubungan m:é\iﬁdjs}gauieﬁglhan belaka. Islam
/;’i:7\ii;i,‘7
adalah satu agama yang sempurna daQ Ieﬁgka@) nognpakgaturan bagi semua
RS .
upan bemegiatem kenegaraan harus

aspek kehidupan manusia termasuk kehi

(C ™\

) :

sepenuhnya mengacu pada Islam,zgfda\‘&p/érlu meistens Barat.
A \‘\\\ - //‘//‘

NN
[ N

Islam adalah agama ygnc\;\iswegrba lengkap dan dalam f&rdapat suatu
{ ‘\\77/‘ ‘:‘
sistem kenegaraan. Tetapi&lira}p'ini menolak anggdgahwa Islam adalah agama

dalam pengertian bar {\y g hanya mengatur hubungarusia dengan Tuhan

Aliran ini berpendir@: ‘:‘j‘hwa dalam Islam tidakdegpat sistem kenegaraan, tapi

terdapat seperarigkf‘tata nilai etika bagi kehidugganegara’

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan metode deskrigaifu mengadakan
penyelidikan yang bertujuan untuk mencari pemecahasalah yang aktual

dengan mengumpulkan data-data dan menganalisisraseaigjektif. Untuk

35.J.JR,Pressure Polities in Americd@New Orleans, 1990), h 89.
*4 Kushandayanilit Desa... h. 17.
5 Munawwir SyadjaliJslam dan tata Negara..h 1.
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keperluan ini harus di dukung oleh metode kontealisis dengan menelaah buku-
buku primer dan buku pendukung lainnya, pendekhistoris dipergunakan untuk
melihat sejarah dan pemikiran yang berkaitan depgamasalahan tersebut diatas.
Untuk melaksanakan metode dan pendekatan tersedka rdigunakan penelitian
kepustakaanliprary researcl), dengan menempatkan tulisan-tulisan atau buku-
buku tentang ICMI sebagai sumber data utama atacumenter research
Penelitian ini juga mengkaji pemikiran tokoh- tolqoltlaiel\@@al yang terlibat dalam
ICMI seperti Habibie. Penelitian ini juga dlgoloﬁ% dalam kategorhistoris
sosiologis.Pendekatan ini dimaksudkan untt}k/ mei/hat kontedfarah dan sosial

\ /
a4
politik di Indonesia saat ini sesudah ICV

Adapun teknik penulisan tésns lﬁl berpedoman padé&ubPedoman

AN
\\//

<

Penulisan Proposal dan Tesis Progfam Pascasa#ddNaSumatera Utara edisi
//

2012, namun dalam hal- haI\\ter/Zentu yang tidak diatalam buku tersebut

penulisannya mengikuti

BN
:‘%}asaan yang umum berid&lam penulisan karya

ilmiyah.
F. Sistematika Pfem

Sistematika penulisan ini dibagi empat pembahasaiu:yBab pertama
dikemukakan latar belakang masalah, rumusan madajahn penelitian, manfaat
dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, metpeeelitian dan sistematika

pembahasan.

Bab kedua menjelaskan organisasi politik Islam di Indoaedari sejak

zaman Belanda hingga Orde Baru. Adapun pembahasarislam di Masa
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penjajahan Belanda, Jepang, menjelang kemerdeldampkrasi parlementer,

demokrasi terpimpin, dan pasca Orde Baru.

Bab ketiga menjelaskan birokrasi dan politik di Indonesixta kedudukan
dan posisi birokrasi dalam Negara Indonedtab Keempatmemuat sejarah
pembentukan ICMI yang terdiri dari sejarah kelatidan perkembangan ICMI,
peran ICMI dalam kelompok kepentingan yang melipétran dalam birokrasi
pemerintahan, serta peran ICMI dalam partai pfié@\\zﬁ(elima yaitu penutup

N
yang memuat kesimpulan tesis dan saran.




BAB Il
ORGANISASI POLITIK ISLAM DI INDONESIA

A. Sebelum Kemerdekaan
1. Sikap Pemerintahan Belanda Terhadap Umat Islam
Awal kedatangan Belanda ke Indonesia adalah bendaggaitu untuk

mendapatkan rempah-rempah di bumi nusantara yar@r’qm sangat mahal di
/\\
Eropa. Kemudian Belantfa membentuk organlsa\s\ p@rdagangan dengan nama
Y
VOC (Verenigde Oast-Indische Compagnlé'oc mendapat perlindungan, hak

memonopoli dan persenjataan moderngﬂen%arf pedagalagrang asing lainnya

yang datang lebi dulu seperti Portugjfs S etelah Vidéhgalami kerugian dan
,\ /

dibubarkan oleh Belanda, maka sé)l:'sllel\tulah Indensscara resmi telah menjadi

b
\\ \\
Yy AN

jajahan pemerintah Belanda. //7\
{ “\\7 /‘ \:‘

Kendala yang dial i\QEi'eIanda untuk mengukuhkan &skannya di

Indonesia adalah aga a:‘:?jém yang dipeluk mayoptasiuduknya. Hal ini di

nda bahwa kekuatan reapdtensial bangsa Indonesia

sadari oleh penjaja
terletak pada jiWa;‘:‘f‘Iamn)fé. Dengan demikian Islam sangat di taftoleh
pemerintah Belanda, karena umat Islam sangat gigiakukan perlawanan dengan

semangat jiha®® Sebahagian ulama ketika itu memahami jihat sepgtig

““Abdul Azis Teba,lslam dan Negara dalam Politik Orde bar(Jakarta: Gema Insani
Press, 1996), h. 126

“’Anwar harjono, Indonesia Kita: Pemikiran berwawasan iman Islafdakarta: Gema
Insani Press, 1995), h. 90

“8Agib Suminto,Politik Islam Hindia Beland4Jakarta: LP3ES, 1986), h. 9.

%9 Muhammad Habi Hamdi, menyambut panggilan jihadj. t€arih A. Hasan,
(yogyajakarta: Pustaka Madani, 2000), h. 17

20
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tercantum dalam ajaran Islam Seperti perang Acetang ini disebabkan karena
kebencian rakyat terhadap Belanda yang dianggamaekafir>°

Semula, dalam menghadapi umat Islam pemerintahnBalédelum berani
mencampuri masalah umat Islam, karena pihak Belaetlan memahami sistem
sosial Islam yang sebenarnya. Pemerintah Belandganggap islam mirip dengan
Katholik yang memiliki hubungan berjenjang sep®dus di Roma. Keengganan
mencampuri masalah-masalah umat Islam terce/rm'u{atﬁm Undang-Undang
Hindia Belanda’ tetapi justeru sebaliknya, perpehhg;ﬁ Belanda rkehcampuri
masalah-masalah umat Islam. Hal ini tampfak/ pada sazat Islam akan

N
menunaikan ibadah haji, dicurigai d \%anggap gabpemberontak, demikian

juga terhadap para ulama. Alergi terlQadgp Islamkamena alasan politis, yaitu
/ \\

®2 juga karena adanya]amo‘Phoble(takut kepada Islam) di kalangan

“status Quo™,
orang-orang Barat akibat prqp{ag?amda Islam daritémisli Eropa, lewat perang
N/

Salib.

yang jelas terhz/a;(\i\éip\umat Islam. Cara pandang Belaedhadap Islam mulai
berubah, dengan membagi Islam menjadi tiga kategaiiu pertama Belanda
memandang Islam sebagai doktrin Ibadah. Dalam talpemerintah kolonial
Belanda, memberikan kebebasan kepada umat Islank um¢laksanakan ajaran

agamanya sepanjang tidak mengganggu kekuasaan ipemeBelanda Kedua

*0 |brahim Alfian, Perang di Jalan Allah(Jakarta: Sinar harapan, 1987), h. 71.
L Agib Suminto,Politik Islam hindia Belanda..h. 10.

%2 Abdul Azis Tebalslam dan Negera..h. 10.

%3 Agib Suminto Politik Islam...,h. 9
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Belanda memandang Islam sebagai suatu bidang sdsaiasyarakatan.
Pemerintahan Hindia Belanda memanfaatkan adat dadiayang berlaku dalam
masyarakat Indonesia dengan cara menggalakan rakygait melaksanakan adat
tersebut, bahkan membantu rakyat. Tindakan Belaadwcam ini dikenal dengan
nama Islam politik* (kebijakan terhadap Islam). Hal dilakukan untukmmadamkan
perangn paderi dan perang Aceh dengan mendukumg &dat. Tujuan politik ini

untuk memecah belah rakyat antara kaum adat-dekgam ulama dengan
(N
mempertentangkan adat dan agaKetiga Islam piﬁb\glj\'gebagai kekuatan politik,
( \/W\\\ \

\ ‘\\ /‘ )
dak berbahaya bagi kekuasaannya denganlfifa}@fﬁlemmantara umat islam
o \\\Tf;i/“/s
ri pemérideanda.

RS

AN
Pemerintah kolonial Beland/ajf@e))akukan upaya untubnghancurkan
(N
N \ ) )
kekuatan potensial umat Islam, af@ai}f\idak berbaleya kekuasaannya dengan
[T N

bidang ini mendapat perhatian khusus

cara memecah belah antara ‘;\C(ﬁrifi%it\ﬂslam atau memigerggan antara dua kutub
N/
yang berlawanan teruta g\\dp bidang hukum, pemerintah kolonial Be#a

0

mempertentangkan h “““““‘T\lrslam dengan adat, di bigaiigk, kolonial Belanda

A\

mempertentangkan ol gan Islam yang berada dmdapkmerintahan (priyayi)

dengan yang b/e:r:é\ di luar pemerintahan, di bidasngdidikan, menghalangi
golongan yang bukan priyayi untuk mencicipi perkhdi dan sebaliknya,
memberikan kesempatan bagi golongan priyayi, selainbal ini membelah

masyarakat menjadi dua golongan intelektual Baaat$antrf®

*|bid., h. 12.
% Harjono,islam Kita...,h. 90

* Mohammad Daud Ali “Kedudukan Hukum Islam dalam Huk Indonesia” dalam
Taufik Abdullah dan Sharon Siddiqu&radisi dan Kebangkitan Islam di Asia Tenggafdakarta:
LP3ES, 1989), h. 215-219



35

2. Politik Etis

Politik etis adalah politik balas budi yang dibek pemerintah kolonial
Belanda, terhadap rakyat Indonesia dengan alasamabbangsa Indonesia merasa
berhutang budi terhadap Belanda. Selain balas hpalifik etis juga untuk
menentramkan wilayah-wilayah diluar jawa yang baaja diduduki atau yang
masih dalam proses penaklukan, bahkan untuk memstgnpengaruh dari luar

yaitu Jepang. (N
o \ N
/ \ \

Ada tiga bentuk politik etis yaitu unlflgash\\gsmllag dan asosia¥i

Unifikasi dimaksudkan untuk penyeragaman/pe}@tﬁagl rakyat di daerah-daerah
N/

dengan standar yang berlaku bagi \Eﬁlgar} Eropemilasi, cenderung untuk

menyatukan keduduan, sedangkan astypm lebihfdiensempertemukan antara
/ \\
dua negeri yang berbeda sebagaﬁerr(an dengan emgikat negeri jajahannya

melalui kebudayaan pendldlkﬁn \Adapun tujuan meikderperhatian terhadap
N/

masalah pendidikan ba l\%l@/at Indonesia, untuk janein loyalitas kepda

Belanda, menghilangk n cita-cita pan Islamisme bhagiat Islam dan akan

[~ o

memudahkan penyel aran agama Kristen (Kristeni¥asi).

Ternyata k:ébi\ékan politik etis tidak terlaksanadagaimana C, Snock
Hurgronje, karena di dalam tubuh Parlemen belaretalis terjadi perbedaan
pendapat. Di satu pihak setuju untuk menjalankditilpetis tanpa dihubungkan
dengan kristenisasi, di pihak yang lain masih tetapngiginkan Kkristenisasi

berjalan terus. Bahkan pemerintahan Belanda senggkinar memberikan subsidi

" agib Suminto, Politik Islam,,,. h. 39.
8 Lariful Khulug, Strategi Belanda Melumpuhkan Islam. C. Snock Kuigro
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), h. 59.
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terhadap misi kristenisasi, setelah mengetahui bairang Islam di Jawa hanyalah
Islam di Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Sejak tahun 1890 pemerintah kolonial Belanda tetemberikan subsidi
untuk menunjang aktifitas zinding kepada Proteskam Katholik. Dengan subsidi
tersebut menunjukkan adanya diskriminasi yang nilkkangumat Islam. Sebagai
contoh pada tahun 1836, subsidi untuk Protestaasseld. 686.100, Katholik f.

286.500, dan Islam f. 7.500. kemudian pada {ahur?oQ 49 protestan f.
/\\
844.000,Katholik f. 335.700, dan Islam f. 7. GOOdeumah pemeluk berbeda,

selain itu, administrasi Hindia Belanda dlartm pémah belanda dari Negara

gk?a,u;@; umeldngkah secara teratur.

3. Munculnya Gerakan Sosial Polltlk /\;\\
Dalam menghadapi pemerinta:i;n kolonial Belanda, tulslam mulai

belanda, sehingga gereja mempunyai

menyadari bahwa tidak mung/km berkompet|5| dengaku&tan-kekuatan pihak

kolonial Belanda, apabila 't a§|h menggunakan caa-tedisional di dalam

N\

tI lam menyadari harus adzbakan-perubahan yang

[~ o

mampu mengatafij:é etrasi pihak kolonial Belandaik bmelalui sosial

menegakkan Islam.

(Pendidikan), méijﬁu “ politik. Dengan gerakan madasn Islam (gerakan modern
Islam¥* atau grakan pembaruan, reformasi rtodoksi ataiatisasf? yaitu suatu
tindakan untuk membersihkan Islam dari pengarutligrdsiam lama. Cara yang
ditempuh adalah:

a. Gerakan Sosial Pendidikan

%9 Nourrouzzaman Shiddidylennguak Sejarah Muslin{Yogyakarta: PLP2M, 1984). h.
102.
®bid., h. 103.

® Delair Noer,Gerakan Islam di Indonesia 1900-1942akarta: LP3ES, 1980), h. 37.
%2 Abd. Azis tebbalslam dan Negara..h. 128.
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Gerakan sosial pendidikan di Indonesia ditandagdermunculnya gerakan
pendidikan di daerah Minangkabau, kalangan masgbarakab, persyerikatan
ulama, Muhammadiyah dan Persis. Gerakan pendideragkabau dilakukan
baik oleh individu, maupun lembaga. Individu diaw@éh beberapa ulama antara
lain Syeikh Ahmad Khatfl yang berasal dari Bukittinggi dan belajar ke Mékka
pada tahun 1876. Syeikh Ahmad Khatib adalah saafasg pelopor dari golongan

pebaruan yang menyebarkan pemikirannya dari koﬂf@gemelalw orang-orang
yang naik hajji dan belajar kepadanya. 7 \;\;\\

Syeikh Thaher Djalaluddin, salah seoreﬁ;\g yang neeikdn pengaruhnya
kepada kolega dan murid-muridnya gml\m;jalahnaim dan sebuah sekolah
al-lgbal al-Islamiyah di Singapura, yang‘k@:r:udlm pindahkan ke Riau. Orang
ketiga yaitu Syeikh Muhammad Djam?t\ DjambBékang mendirikan surau Inyik

Djambek sebagai tempat perﬁbeﬁan pelajaran agaertenpman organisasi dan
N

tempat berdialog para to I@Iam dan non Islantaisetu, pada tahun 1913,

mendirikan organisas'f\\‘§‘ial Thamaratul lkhwan kintoenerbitkan kitab-kitab

kecil dan brosur teng “elajaran agama.

Haji Abdu/lfiié |m Amirulla® atau lebih di kenal dengan nama haji rosul
adalah ayah kandung hamka. Haji Rosul di kenal etakigtis, tanpa kompromi
terhadap hal-hal yang bersifat prinsip, terutamieuhulslam yang berasal dari al-
Quran dan Sunnah. Dari haji rosul inilah Muhamnyatli mulai terkenal di

Minangkabau, sehingga pembaruan lebih dulu domthamandingkan di daerah

lain di Sumatera. Selain nama-nama tersebut diati@sbeberapa nama seperti Haji

5 |bid, h. 37.
% bid, h. 42
%bid, h. 44
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Abdullah Ahmad yang mengadakan tablig-tablig damepeuan-pertemuan tentang
masalah-masalah agama serta mendirikan perkumjarfaah Adabiah di Padang.
Syeikh Ibrahim Musa yang mendirikan Surau Thawdln Zainuddin Labai Al-
Junusi, selain menjadi guru juga aktif menulisdaaegtpembaruan Islam.

Dari sisi lain lembaga, yang terkenal dan mempuayaiil dalam gerakan
pembaruan yaitu sekolah Adabiah dan Surau JemBasin Sekolah Adabiyah ini

yang pertama dan diasuh oleh masyarakat IS«la:gL umbekombak sistem
/\\
pendidikan tradisional di daerah Mlnangkabau ,Sygam\ Surau Jembatan Besi

N\

yang mengawali berdirinya sekolah Thawawf)/b{:\f:(aunathSG6 Thawalib lebih
y N
terkenal dengan nama Sumatra Tha \ﬂﬁ\da@ pada] B0 Sumatra Thawalib
berubah menjadi Persatuan Mushmmdndpnesm (PKMé&mudian menjadi partai
\

politik pada tahun 1932 dengan na F\{ ersatuan Mimslndonesia (PERMI’

Muhammadiyah dan p@rsﬁ dua lembaga yang mempuangil dalam
N/

gerakan pendidikan. gj&n%adiyah terkenal sebagganisasi pembaruan

didirikan di Yogyakar g“‘:‘t‘fé K. H. Ahmad Dahlan pathnggal 18 November

1912° Saat ini ger uhammadiyah meluas tidak tesbladéaya pada bidang
pendidikan, teta/p:f‘:jﬁic‘]‘a bidang kesehatan dan sagpérti mendirikan rumah-
rumah sakit dan panti-panti asuhan anak-anak yd&m jompo. Kini perguruan
tinggi sampai sekolah dasar Muhammadiyah tersebasedagian besar kota

Indonesia.

% bid, h. 55.

7 Ahmad Kasim,diskurs masa Lampau Menuju Masa Bafdakarta: Bulan Bintang,
1985), h. 37.

% Syaifullah, Gerakan Politik Muhammadiyah dalam Masyuidiakarta: Pustaka Utama
Grafiti, 1997), h. 4.
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Persis (Persatuan Islam) di dirikan pada tahun H®&0 Ahmad Hasan dan
Muhammad Natsir yang menjadi perdana menteri pertapemerintahan
Demokrasi parlementer. Kegiatan Persis meliputi abgd pendidikan,
tablig,publikasi dan kursus-kursus. Saat ini, RBersasih bergerak dalam bidanng
pendidikan melalui pondok Pesantren yang ada did@&ag dan Jawa Timur
(Bangil)?° Selain ada dua organisasi yang terkenal dari galamasyarakat Arab
yaitu Al-Irsyad dan Jamiat Khair, tokoh pendiri mfyag\adalah Syaikh Ahmad
Soorkati’® Perhatian Al-Irsyad lebih dlarahkg.n\bga”a bidangndmikan dan
masalah-masalah yang timbul dikalangan maﬁya(rakab Aada waktu itu dan

YN
\ﬁﬁnnya pada amasamat Islam pada

lambat laun meluaskan pusat per

umumnya di Indonesia. Hal ini, karena\ual\@anya kanmes dengan Muhammadiyah
/ \\\7
dan Persis, serta bergabung denganMaJells Isldanlddonesia (MIAL).

Perbedaan Al-Irsyad def@ :J?gmlat Khair adalah padarf&eturunan, Jamiat
N/

Khair merasa bahwa turu}&nm/a berasal dari ketarusyaid. Seperti halnya

Al_Irsyad, Jamiat Kh Ian didirikan pada tangfjal Juli 1905" berkiprah di

bidang pendidikan,“‘:\\‘ér/‘aan pengiriman studi lanjie Turki.

b. Gerakan Igoht
Ada tiga partai yang dapat memberikan gambaran oioye gerakan politik di
Indonesia yaitu Sarekat Islam (Sl), Partai Muslinmdonesia (PMI) dan Partai

islam Indonesia (PII). Dari ketiga partai tersel&drekat Islamlah yang lebih awal

muncul, sehingga menurut Deliar noer, asal-usulupgsuhan gerakan politik di

®Dahlan Wildan,Yang Da’i Politikus dan Perjuangan Lima Tokoh PgrgBandung:
Rosdakarya, 1999), h. 125.

% Nadjullah,Peran Suku Arab dalam Politik Islam hindia Belan@gedan: Firma Maju,
1979), h. 73.

" Ibid, h. 68.



40

kalangan muslimin di Indonesia dapat didentifikadéngan asal-usul dan
pertumbuhan Sarekat Islafh.Sarekat Islam adalah transformasi dari Sarekat
Dagang Indonesia (SDI) yang sejak didirikan olehSdamanhudi 11 November
1911 sebagai gerakan polifik.

Gerakan politik ini bertujuan untuk mengangkat germmian rakyat yang
saat itu dikuasai oleh Cina karena mendapat pauan dapat perlindungan dari
Belanda. Di samping itu, gerakan politik juga/;b%alm untuk islamisasi
masyarakat Indonesia yang mayoritas menganu‘v\.;gsima Tujuan akhir dari
gerakan politik ini adalah untuk melepaska\n dlrlrl dbelenggu penjajahan

\ /
Vas
kolonialisme Belanda dan menyad I%an wumat Islartandamencari  sosok

pemimpin yang benar-benar cinta terhadap rakyagaNedan agama.
Q)N
Gerakan-gerakan politik ln meqdapat tantangan gdrak kolonialisme

Belanda, tantangan ini Ieb|h/< béréﬁat ektern karemangganggu status quo
N/

penjajah. Sedangkan dari p k%ntern tantangampdaak adat, dan juga dari pihak

komunis (PKI). Str t asar yang di gunakan PHKlalah bagaimana

menghancurkan pe\ jar h Sl secara keseluruhan imeddis komunis. Penetrasi

idiologis ini nampak ya berhasil hingga tahun 1@®hana pemimpin-pemimpin
sentral Sl ditempatkan pada posisi sulit dan diudiebagai kapitalis dan
antisosialis. Melihat kepad tuduhan itu ternyatd Bi#ak beralasan karena, Islam
memiliki konsep sosialis yang tidak bertentangamgde hakikat manusia.

Akibat banyaknya tantangan dan kurangnya sumbga daanusia yang

dimiliki, SI akhirnya lambat laun gerakan politig&ldm ini digantikan oleh gerakan

2 Abdul Azis Tebbalslam dan Negara...h. 68.
3 Ahmad Syafe’l ma’ariflslam dan Masalah Kenegaraa@akarta: LP3ES, 1985), h.79.
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politik yang beraliran nasionalis pimpinan Soekayang pada hakekatnya adalah
kemerdekaan Indonesia. Pada bulan Maret 1942, kalanolonial belanda terusir
dari Indonesia oleh pasukan tentara jepang diamtardengan bantuan umat Islam
Indonesia, sebagaimana yang terlihat di Aceh, bakedatangan Jepang dijemput
rakyat yang diorganisasikan oleh Persatuan Ulanari@eAceh (PUSA) dengan
melakukan sabotase dan membunuh orang-orang Belanidi& meratakan jalan

bagi Jepang® o
N

Kedatangan Jepang memang telah dltlpgg%tunggu ralgrat Indonesia

//

untuk mengusir Belanda dari tanah air. //Aheﬂégl dgpdelah menjanjikan
n N
kemerdekaan bagi rakyat Indonesia, p dgé\saat mahlgam kakinya di tanah air.

Pada dasarnya Belanda dan J,e“ ng tldak berbedmrikedadalah penjajah
/‘// \\‘\
bagi Negara Indonesia. Hanya Qi\

é annya terfeddl strategi politik yang

— N\

dijalankan. Ketika pada maSc/( pémerlntahann Beland®t Islam dianaktirikan
—/

yang diistimewakan adaaﬁxgﬁlongan Priyayi, tetppda masa pemerintahan
Jepang, umat Islam \%st mawakan. Jepang mencabalekati umat Islam

N
melalui para ula““\* carena Jepang menyadari bahmtak umerebut hati

sebagianbesar ;akyt Indonesia, harus mendekamaylanengingat ulama di
Indonesia menduduki posisi sebagai kekuatan saf@l politik’> Sebelum
menginjakkan kakinya di Indonesia, ternyata Jep&gigh memperhitungkan
jumlah muslim di Indonesia dan mengetahui dengasii fagaimana posisi dan

peranan ulama di Indonesia di pedesaan Indones@jgah lebih tinggi dan lebih

" Shabri, et. aBiografi Ulama-Ulama Aceh Abad X¥yanda Aceh: Balai Kajian Sejarah
dan Nilai Tradisional Aceh dan Dinas P dan K PrepMAD, 2003), h. 70.

™Yunus Salam, Dalam Amal dan Perjuangannya(Jakarta: depot Pengajaran
Muhammadiyah, 1995), h. 209.
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besar daripada posisi dan peranan pemimpin-pemig@ing hanya berasakan
nasionalismé®

Dengan demikian memudahkan Jepang untuk kerjasamanterangkul
rakyat Indonesia. Politik kerjasama yang dilakukdepang pada dasarnya
menguntungkan pihak umat Islam khususnya dan rdkganesia pada umumnya,
karena hasil kerjasama tersebut justru memberikaluapg kepada rakyat

Indonesia meraih kemerdekaan. Kerjasama tersebtmitgqetiga keuntungan bagi
~\

rakyat Indonesia yaitu: Pertama, melibatkan }iﬁﬁg@at pemimpin-pemimpin

Islam ke dalam kantor “Shumbu dan Shumiui’@kéntor agama), yang semula
dikepalai oleh colonel Horie (Jepan \Sjkerr\u;d/féntlbat turut digantikan oleh
Hoesein Djajadiningrat dan K.H. HasylmAj,;%

Pada masa pemerlntahan k(ﬂlm:él Belanda, para pgmumat Islam tidak

mau bekerjasama, sehlnggaf;f(er§~13|hkan dari pusattpgiekuasaan, tetapi pada
N/
masa pemerintahan Jep ‘j}%n@lalui Shumubu dan &aumlah para pemimpin

N\

umat Islam muncul sej‘;ga' kelompok yang dekat kokkn kontak langsung

dedngan badan p i::é ‘i“ntahan tertinggi  Jepaniedua, Jepang membuka
kesempatan ker;é:déf“ﬂmat Islam untuk membentuk Lasjikaullah pada tahun

1944 (kesatuan militer bagi pemuda-pemuda muslanpyberawal dari lingkungan
pesantren NU, kemudian menjadi milik umat.

Disini para pemuda mendapat latihan kemiliterangdansenjata-senjata

modern. Kebebasan untuk memperoleh keterampilaacs@mini memang sengaja

®Ibid., h. 99.

" Syafe’l Ma’arif, Islam dan Politik...h. 21.
®lbid,h. 22.

9 Ibid.



43

dipersiapkan Jepang untuk menghadapi lawan sekaiturntgtapi justru
menguntungkan rakyat Indonesia, karena dengan akep#ian tersebut, rakyat
Indonesia dapat mempertahankan kemerdekaan, s&epahgian Jepari.Selain
Hizbullah ada pula Sabilillah (pasukan militer batima dan Gyu Gun di Acéfh)
(Semacam PETA di Jawa). Ketiga, pembentukan MasyMajlis Syura Muslimin
Indonesia) pada tahun 1943 yang berbau J&paatelah membubarkan MIAI yang
didirikan pada masa kolonial Belanda tanggal th&per 1937 di Surabaya,
karena MIAI dianggap membahayakan ststus qyo“g\ggahan Jepang.

Menjelang kemerdekaan Indonesia mek:ﬂu( (Badan éelily Usaha-usa

¢ \ /

P<an|t|a Kecllusksnya di dalam

\>

I kemerdRkammasyarakat Indonesia

persiapan kemerdekaan (BPUPKI)

perumusan Piagam Jakarta. Saat memaéy
/ \\\7
terbagi menjadi tiga kelompok yang mempunyai stiatgyang berbeda

dalammencapai kemerdekasiﬁP&tama kelompok nasionalis Oportunis yang
NS

menghendaki kemerdek ﬁ\%n@lalw Tokyo. Kedua, ketkrpemuda Indonesia

yang memilih cara sen‘:‘j}iﬁ tuk mencapai kemerdekizen bila perlu merebutnya

[~ o

dengan kekerasan ¢ ari-pihak Jepang. Ketiga, kelkmpsionalis muslim dalam
Masyumi yang iéfb gi dalam dua sub kelompk yaitdorggan Islam yang
memberi kemerdekaan yaitu golongan politisi yangéedidikan Barat. Golongan

kedua adalah pemuda Islam non akademis yang menigmgkemerdekaan atas

usaha sendiri.

80 |
Ibid.
8 Taufik Abdullah, et. alAgama dan Perubahan Sosi&lakarta: Rajawali, 1983), h. 72
8 syafe’l ma'arif,Islam dan Politik...h. 17.
#pid., h. 17



44

Dari ketiga kelompok diatas, maka dua kelompok yaaggat berperan
dalam masyarakat Indonesia yaitu kelompok nasign&inpa mengikutsertakan
Islam sebagai doktin perjuangan dan kelompok Islarasionalis yang
mengikutsertakan Islam sebagai doktrin perjuan@ahingga disebut kelompok
nasionalis sekuler dan nasionalis isl&MmiKelompok kedua inilah yang berperan
memunculkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945.

Dalam rangka persiapan kemerdekaan, Jepang merkbsnaiu badan
persiapan kemerdekaan dengan nama Badan Pahlt‘%ﬂ?emapan Kemerdekaan
(BPUPKI) yang beranggotaan 60 orang. Dalamﬁﬁ/mgwng pertama, badan ini

N
merumuskan dasar Negara dan b \ﬁ,ﬂ( pemerlntahaga(&b Setelah siding

pertama, dari keenampuluh orang \tersebut 38 oranggota melanjutkan
\\’
[
pertemuan dengan membentuk péml'ﬂa keC|I yangrietdii Sembilan orang antara

lain ialah Soekarno, sebagai /kema Muhammad Hati®&, Maramis, Abikusno
N\

Tjokrosujoso, Abdul kah T\\uz%klr Haji Agus Salilghmad Soebardjo, Abdul

Wahid Hasyim dan “““‘\‘\hammad Yasin. Kesembilan oraegsebut, empat

[~ o

diantaranya adalah ¢ ri- kelompok Islam Nasionalis.

Dari pani'Ei;é::'r | diperoleh kesepakatan tentangcaagan preamble yang
dikenal sebagai piagam Jakarta. Ternyata hasilpké&s¢an yang telah dicapai
dengan susah payah tersebut berubah dalam seleggapagla tanggal 7 Agustus
1945, perubahan tersebut antara lain sebagai btk Pertama, kata

“Mukaddimah” diganti “pembukaan”. Kedua, anak kaindalam piagam Jakarta

8 Endang Syaifuddin Anshajagam Jakarta 22 Juni 1948andung: Pustaka, 1983), h.
26.

% pidato Soekarno, pada tanggal 7 Agustus 1945.
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yang berbunyi: “Berdasarkan pada Ke-Tuhanan, dehkgavajiban menjalankan
syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.” Diubah radnj“berdasarkan atas
ketuhanan yang maha Esa.” Ketiga, pasal 6 ay&résiden ialah Orang Indonesia
asli dan beragama Islam,” kata-kata dan beraganaan,s dicoret. Keempat,
konsekuensi dari perubahan no 2, maka pada pasay&91 berbunyi “Negara
berdasarkan azas ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Perubahan-perubahan tersebut diatas sangal\\\merajmrewmat Islam,
tetapi untk menjaga persatuan, akhirnya umat JS%nyetumya Disini terlihat
pengorbanan umat Islam yang telah bersusah/hayﬁieme otak dan tenaga untk

"N
merumuskan Piagam Jakarta, terny taﬁdalazm jangka fdm” dapat diubah,

karena “jiwa toleransi” umat Islam demL\kemerdekHaiDne&a

/\\\\
B. Masa Demokrasi Parlementer \'}‘\

Pada masa ini Islam df@'aktlf/oleh partai Masyumiedipun kabnet pada
N/

masa demokrasi parlementer ‘mengalami pergantiars teenerus, tetepi peran

masyumi masih da g}i‘é‘ili at. Kabinet pertama karibéntuk pada tahun

1950dibawah plmpnM natsir dari partai Masyusgmpai tahun 195F.
Kajhan cabinet i/ﬁf‘ik“}ena mosi tdak percaya yatandarkan oleh Hadikusumo.
Mosi tersebut menuntut agar “peraturan Pemerintai3N9 tahun 1950 tentang
pemilihan anggota-anggota lembaga perwakilan daefigabut®’ Kemudian

dilanjutkan dengan pengunduran diri para menteni dla Natsir selaku Perdana

Menteri mengembalikan mandatnya kepada presiden.

8 Delier Noer Partai islam di pentas NasionglJakarta: Grafiti pers, 1987), h. 202.
# Ibid., h. 210.
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Setelah M. Natsir mengundurkan diri, maka cabingtir8an tahun 1951-
1952 menggantikan posisi M. Natsir. Kini terlihagsgumi masih memainkan
peranannya sebagai orang nomor sat. akan tetapi ®akiman serupa dengan M.
Natsir, karena kabinetnya tidak bertahan lama. tkibgn cabinet Sukiman
disebabkan karena perjanjian “ San Fransisco” yaarglerung berpihak ke luar
negeri (Amerika). Hal ini berarti meninggalkan pi&gliluar negeri bebas aktf yang

telah menjadi komitmen sejak tahun 1945, N
Y

@R
Wilopo tahun 1952-195%, menggantikanyb?s@%ukiman, ini berarti peran
( w/\\\\
. . . N . .
Masyumi telah bergeser pada posisi Parta{}N}st&tﬂinesm (PNI). Meskipun

ol \\\if;i/‘/s
‘ yang, leamena tidak bertahan lama.

demikian, nasib Wilopo serupa pila dengan

AN
Posisi Wilopo kemudian digantikan A[ﬂ\sa\}stroamidjayari PNI pula pada tahuh
NN

1953-1955. Apabila membandingK\ar\R(}éeﬁngan empat eababelumnya, maka Al
Y A

Sastroamidjoyo lebih lama. {r(\éﬁh‘ﬂ]\ét inipun tidak thlean lama, karena harus
N/

ﬁitu diganti oleh Soekgemg berkuasa dengan

menerima nasib yang s
sistem demokrasi terp'i‘:“:":l /
Setelah AIiyp“:“:étr{‘)‘amidjoyo dari Partai Nasionalolmesia (PNI) jatuh
maka, Masyumi/i\fj‘bil kembali menggantikan posisil BNg berturut-turut
memegang posisi utama. Masyumi diwakili oleh Boedealin Harahap memegang
cabinet tahun 1955-1958. Pada masa inilah Masyumi menunjukkan prestasj yan

dapat dibanggakan, karena pada masa ini cabineh&womedin Harahap dapat

menyelenggarakan pemilu pertama pada tahun 19%&ddnesia, dibubarkannya

% Ibid,.h. 220
8 Wilopo, Biografi Sang PejuangJakarta: Balai Pustaka, 1973), h. 22.
% bid,. h. 243
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Uni Indonesia-Belanda, mengembalikan wibawa Neggamg telah hilang
mengembalikan wibawa Negara dimata rakyat dan hegeri serta terakhir
menyelenggarakan Konfrensi Asia Afrika (KAA) di Bamg.

Setelah itu, muncul kabinet koalisi yang dibentidsumi dengan hasil
pemilu tahun 1955. Kabinet tersebut dinamakan lebii Sastroamidjoyo I
dengan komposisi Ali-Roem-ldham (PNI-Masyumi-NU)dpatahun 1955-1957.

Umat Islam kini diwakili oleh Masyumi dan NLLQ@'&rBemula NU yang
/\\
bergabung dengan Masyumi, mulai melepaskaﬁ@rljaderPartal sendiri dan

berhasil meraih suara pada pemilu tahun 1/9’3}5 %eimlendudukl posisi ketiga
\%as;ur/gl yagguda wakil umat Islam
terakhir memegang peran dalam kabln/eit )

Pada masa kabinet kola|S| n:u W?ésyuml lewat Roeasimterlihat berperan

setelah Masyumi. Pada periode inil

dengan menghasilkan perjarﬁan Roem Royen dengdandse setelah revolusi
)

politik. Dengan adanya T&thPresiden 5 Juli 198thka berakhir pula binet

koalisi ini. Meskipun‘\j? ikian majelis konstituantmasih tetap bekerja

merampungkan tuga \ﬁy menyelesaikan masalah dagardNyang telah selesai

90% yang akhirn/ﬂ}érl;\mbali ke Pancasila dan UUD 1945
C. Masa Demokrasi Terpimpin
Pada masa demokrasi terpimpin, Masyumi tidak atvdgjian karena sejak
awal Masyumi telah menolak konsep Soekarno tentiang Dewan Nasional
Gotong Royong dan Dewan nasional yang dikemukakala panggal 21 Februari

1957 Selain itu ada kesengajaan Soekarno untuk menykamislam (Masyumi

% bid,. h. 257.
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kabinet) di luar pemerintah, karena pada saat ak@mbentuk formatur
mengatakan bahwa kabinet Djuanda, Suwirjo sebagtiak kedalam kabinet
formatur mengatakan bahwa tidak memungkin mengagakyumi turut kedalam
cabinet dalam rangka tugas yang diberikan olehid&neskepadanya dan PKI juga
menuntut agar tidak melibatkan Masyumi kedalamrketbi

Meskipun Soewirjo telah mendapatkan kepercayaan piasiden, tetapi
Soewirjo gagal membentuk kabinet, karena parfcét‘agdain menolak pihak
komunis dilibatkan. Kegagalan ini memberlkan\igetsamp kepada Soekarno

untuk merealisasikan ide pembentukan kabmé( n/akmlyang dinilai Masyumi

sebagai penyimpangan terhadap Und

Ketidakikutsertaan Masyumi bukan berg.rtl Umat Isldidak terlibat dalam
/ \\\7
Demokrasi Terpimpin, karena Presﬁen\Soekarno nmasiangkul partai NU, PSII,

dan Perti ikut kedalam bansar;;ﬁjya.\ Meskipun beggtanan umat Islam pada masa
N/

itu tidaklah menonjol sebag: imana Masyumi pada noesaokrasi Parlementer.

Keterlibatan NU pada pe nerintahan Soekarno bukiak tberdasar, karena “logika

pesantren” (apa yg“:\t\idék dapat tercapai 100%ajaaf ditinggalkan hasil yang
hanya sebagian/)::\s}a:xg tidak bisa terlepas dari p&#&h Wahab. Meskipun
penampilan NU dalam Demokrasi terpimpin bisa dikatamenggantikan posisi
Masyumi, tetapi kenyataannya berbeda, karena ppsigik yang dipegang NU

pada masa itu, terbatas sebagai menteri Agamaedam [pernah menduduki posisi

perdana Menteri atau orang pertama dalam pemesimtséperti Masyun? Peran

2 Laode IdaAnatomi Konfllik NU, Elit Islam dan Neger@lakarta: Sinar Harapan, 1996),
h. 26.
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politik Islam di masa demokrasi terpimpin sangatroset karena PKI telah
mendominasi dan mempengaruhi kebijakan Soekarno.
D. Masa Orde Baru

Lahirnya Orde Baru bersamaan dengan lahirnya SReaintah Sebelas
Maret (Supersemar) pada tanggal 11 Maret 1966 ndanaawal berdirinya
pemerintahan Orde Baru di bawah pimpinan Soehamoberakhirnya kekuasaan

Soekarno dengan demokrasi terpimpin dan perlstle@puanatan G-30-S/PKI.
(X
Bersamaan dengan itu PKI beserta ormas- prﬁﬁgﬁ\yaldimlog marxsisme,

N

lininisme dan komunismenya dllara?T’gMemasuh e/ra Orde Baru, maka format
& \ /
politiknya berbeda dengan Orde La \a@WOrd@ LamalfaEHdeoIogls politis dan

RS

mengarah ketidakstabilan politik. Sedangg
A / \\
deideologisasi untuk mencapai kestahﬂan politilactarangka kestabilan ekonomi.

an Ordeu Bebih berorientasi kepada

Beberapa kebijakan pe(me?mtah Orde Baru terhadagt istam membuat

pola hubungan antar ked

}xa%erbeda beda. Ditdedgan pola hubungan yang

bersifat antagonistic, “““\Lgrokal kritis dan akatatif. Kelahiran Orde Baru dan

A\

keterlibatan milite‘[\*\lyang sangat menentukan pblébungan Islam dan

N\
pemerintah Orde Baru.
Ada beberapa sifat Orde Baru yaitu antara lain:

1. Peranan ekskutif (negara) sanagt kuat, karenadiah oleh militer.

2. Memunculkan Golkar sebagai kekuatan organisasialkoSipil yang
merupakan perpanjangan tangan ABRI (dan pemerintah)

3. Depolitisi Massa.

4. Menekankan pendekatan keamanan dalam menciptaiahtas politik.

9 Al-Chaidar, Reformasi Prematur jawaban Islam Terhadap RefornTatal, (Jakarta,
Darul Falah. 1998), h. 28
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5. Menggalang dukungan massa melalui jaringan korigonatyaitu menyerap
semua unsur dalam masyarakat, menjadikan birokibasat gurita yang
sangat perkas#

Proses lahirnya Supersemar tanggal 11 Maret 1961 yaenandakan
kelahiran Orde Baru merupakan jasa militer sepgogeharto, Amir Makhmud,
Muhammad Yusuf, Basuki Rachmat, Kemal Idris, damwBaEdi Wibowo?®
Sebenarnya keterlibatan militer dalam politik keldimulai ketika presiden

(PN

Soekarno membentuk dewan nasional pada tanggale%é tetapi secara tegas

keterlibatan tersebut baru terlihat, ketika ;:(remdﬁoekarno berpidato dan

// g \A
menyampaikan tentang definisi tent@ng \golpnganr[.gﬂo fungsional dari
k\
keanggotaan Dewan Nasional pada ta;\ | 9 Juni #95%krang Jawa Barat.
- \\ ,

Meskipun demikian, posisi m|I|ter /daTam Dewan Nasilo tidaklah menonjol,

\
karena Soekarno dan golongaﬁﬁpﬂﬁ bih mengukesabaga politik tersebut.

[ / \\\ \%

Keterlibatan milliter dalam \poﬁtikpada saat inipdrkuat oleh doktrin dan dwi

fungsi ABRI yang kln} ‘j““‘eékat dalam tubuhnya. Daktrini pertama kali

diperkenalkan oleh ;le\él Haris Nasution dalans&prjalan tengah pada tahun
1958. /::f*?i:: /

Para pendukﬁng Orde baru sepakat untuk memprikaitapembangunan
ekonomi. Pilihan ini, karena mengingat pada masaep@tahan Orde Lama yang
bersifat ideologis politis, menimbulkan ketidakskat politik dan inflasi yang

mencapai 732% pada tahun 1964-1965, dan 697% phda 1965-1966. Untuk

menopang pembangunan ekonomi, pemerintahan Ordel Baembutuhkan

® AMien Rais,Demi Penduduk Politik Siap Menjadi Calon Presid@rgyakarta: Titian
llahi Press, 1997), h. 30.
% Harold CroughMiliter dan Politik di Indonesia(Jakarta: Sinar harapan, 1986), h. 209.



51

investasi (penanaman modal), dari dalam negeri,poraduar negeri. Salah satu
syarat jaminan bagi penanaman modal luar negealaldstabilitas politik dan
keamanan.

Upaya penegakan stabilitas dalam masyarakat, d#itakudengan cara
meredam partisipasi politik masyarakat. Peredamarunutuk mengatasi ruang
gerak masyarakat, sehingga terciptanya kondisi ystagil guna melancarkan

pembangunan ekonomi. Hal ini dilakuukan dengamgsMahwa keberhasilan
~

pembangunan (ekonomi), dengan sendirinya akah\igimﬂmn partisipasi politik

masyarakat. Model pembangunan semacarmrnfpr*n?maﬂ;alr‘reknokrat|§6
Selain itu Indonesia memang r \O k\@n;llk yanghibkan oleh masalah-
O\
masalah yang bersifat primordial (suku\/ra; agdmahasa, daerah). Untuk itu,
pemerintahan Orde Baru menetapléaﬂ;arls kebijaghitkpdengan prioritas utama

adalah menghapus pertentané{an deologl sosial ditiky’ kebijakan ini sering

merugikan masyarakat u\‘\urﬁ dan umat Islam khususiy@alagi ada

\‘:aflslam bisa menjadi ancal@arsumber konflik yang

[~ o

tabilitas kehidupan politik, rega hal menjadi salah satu

kekhawatiran bahwa
dapat menggangg:
pertimbangan Iafkﬁfﬁ a kebijaksanaan politik pemahirterhadap kehidupan umat
Islam di Indonesia.

Beberapa kebijakan politik pemerintah Orde barbhaeap kehidupan umat

Islam di Indonesia ikut pula mempengaruhi huburigaduanya, hubungan tersebut

% Samuel P. HuntingtorfTujuan dan Pilihan: Partisipasi Politik Dalam Kogks
Pembangunan”, dalam Partisipasi dan Peran PolitikMeriam Budiardjo, (Jakarta: Gramedia,
1985), h. 38.

97 Abdul Munir Mulkan,Perubahan Perilakku Politik dan Polarisasi Ummalata 1965-
1987 Dalam Perspektif Sosiolog{dakarta: Rajawali Perss, 1989), h. 123.
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adalah: pertama hubungan yang bersifat antaggrifsti@na antara pemerintah dan
umat Islam terjadi ketidakharmonisan. Dengan katen, | hubungan sebagai
pengantin baru. Setelah berbulan madu lalu dicaarpaKedua, hubungan yang
bersifat resiprokal kritis yang ditandai dengan anpsnetapan asas tunggal yang
yang bersifat akomodatif, yaitu hubungan yang gatirenguntungkan bagi kedua
belah pihak.

Hubungan antagonistic ini terlihat setelah\\\berkembangnya aliran
kepercayaan sebagai isu nasional sebagal ‘aggma Indanesia. Isu ini

dikembangkan dalam musyawarah DPR untuk@tefapkbagw sebuah ketetapan,

"N
namun kenyataannya gagal setelah eﬁfdap@t sorataurdat Islam. Kemudian
N N S
umat Islam dihadapkan kepada masalg. rancangarangdndang (RUU)
/ \\

perkawinan yang diajukan pemermtah Qada tangg@diBtus 1973. Sama halnya

dengan aliran keprcayaan, //REJU perkawinan mendajaksr keras dari
)

masyarakat muslim. M j@lil@khutbah di mesjid-mesjideramah-ceramah,

[~ -

di

pengajian, tulisan-tulisar oran, demonstrasi derbagai pernyataan organisasi

masyarakat Islam,,“‘:“j:p i kepada para ulama yadtigitnaal dan modern di Aceh
hingga jawa Ti?r\fl‘j\ri,‘:\pada intinya menolak RUU Perkeani yang dianggap
bertentangan dengan Islam.

RUU menyimpang dari ajaran Islam, sehingga padduiéu mengatakan

bahwa RUU Perkawinan memaksa kaum muslimin menlkggasyariat agama

dengan maksud menghancurkan azas Islam. Dengarkidenaipabila rancangan
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Undang-Undang Perkawinan diakui, maka kafirlah mukya® Akhirnya dari 73
pasal yang diusulkan, berubah menjadi 67 pasalatengnghilangkan pasal-pasal
yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dedgamkian RUU
Perkawinan tidak merugikan umat Islam.

Disamping itu masalah fungsi partai politik juga magi hubungan
pemerintah dan umat Islam menjadi renggang. Padadeeini pemerintahan Orde
Baru mengambil satu kebijakan politik lagi yaltmgsqurtal partai politik pada
tanggal 5 Januari 1973, mengingat sistem mu)n%tal pada masa Orde Lama
memiliki sisi Negatif yaitu ketidak stabilan pdh\}:m’l/esklpun sisi positifnya ada

2 N/

yaitu aspirasi masyarakat dapat terta gﬁg d@nfdnedsmokratls

Sikap traumatis semacam |n|IatL y@ng menjadikan paetal Orde Baru
/ \\\7
merubah haluan politiknya dengan Mengutamakanllmbpolltlk dan salah satu

cara yang ditempuh adalah rﬁ\eﬁkukan fungsi paddappolitik yang ada, yaitu
N/

menyatukan aspirasi m :‘\““%r@kat yang sama dalam watlah. Walaupun

kenyataannya masih gg nakan sistem multi paetapi tidak sebanyak pada
masa Orde Lama.,,xiiiiﬁg\n adanya fungsi ini, benaatusmomentum bagi partai-
partai politik Is/lﬁﬁi /“‘untuk menyatukan langkah, petkenyataannya justru
sebaliknya, konflik internal muncul. Semula pen@a PPP dibawah
kepemimpinan Mintaredja, masih terlihat kompak,ekar tunduk kepada majelis

Syura yang diketuai oleh Kyai Bisri, sehingga sefajang yang dilakukan PPP

masih bersumber pada referensi agama.

% Hamka, “Undang-undang Perkawinan Malapetaka atau Betalalam Panjimas, No
2/1975, h. 34.
% Syamsuddin Harrig?PP dan Politik Orde BaruJakarta: Gramedia, 1991), h. 10.
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Konflik pada tubuh PPP mulai muncul kepermukaanjk&edibawah
kepemimpinan H. J. Naro yang memandang kewenangakils keagamaan
menjadi kendala bagi partai yang modern. Dan Kornyifing terjadi sering adalah
antara unsur NU dan MI, sehingga menjelang perahurn 1982, orang-orang NU
dikeluarkan dari daftar calon sementara anggota.DPR

Hubungan antara umat Islam dan pemerintah ditanidsmigan saling
mempelajari dan memahami posisi masing- masmggﬂ’ernm diawali oleh
political test(tes politik) yang dilakukan pemerlnta*\gengan yoelorkan konsep
azas tunggal bagi osospol dan selanjutnya/\gnt/ukuaemmas di Indonesia.

& \ /
| l\gb malebazgal akhir penyelesaian
N

Mengingat Indonesia rentan konflik ideol

konflik ideologi, pemerintah menyusumd\gn menetapRancasila sebagai satu-

/ \\
satunya azas organisasi sosial daﬁ p&hf\k meifaap MPR No. Il Tahun 1983 dan

secara operasional dltuangkaﬁ<deﬂam Undang-undang tlan 8 tahun 1985.
N/

Penetapan asas tung al dilakukan sebagai upay& m#misahkan jarak

antara pemilihan (jur‘r“]‘;i\fsam) dengan partai (PRBhg memang akarnya

berbasiskan agama. \Apalagi Islam adalah agama itesyatan telah menyatu

dalam kehidupaﬁtﬁﬁ “éyarakat Indonesia. Akhirnyaubgrturut partai Islam dan
ormas-ormas menyesuaikan dengan kehendak Undargpgntkbrsebut. Mula-
mula PPP setuju, “tanpa reserve”. Dengan demikainih merupakan babak akhir
sejarah partai politik Islam di Indonesia yang heldiimulai tahun 1912, ketika
Serikat Dagang Islam (SDI) berubah menjadi Setdtam (SI).

Disusul NU pada Muktamar di Situbondo tahun 198d4h&mmadiyah pada

muktamar di Yogyakarta bulan Desember 1985 mengiagtvitas amal usaha
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Muhammadiyah telah alam didirikan untuk menjag#éarkgsungan hidupnya,
Muhammadiyah harus mengakui azas tunggal tersétalt.ini memperlihatkan
bahwa masyarakat sangat tergantung kepada penherdaéah satu ormas Islam
yang tidak mengakui Pancasila adalah Pelajar Isha@onesia (Pll), sehingga harus
menerima nasib tidak tercatat dalam departemembalegeri. Mskipun demikian
Pl masih melakukan aktifitasnya secara rahasia.

Dalam hubungan yang bersifat akomoqu (saling gieen dan
menguntungkan) maka dibentuklah ICMI yang\?Qgrupakmggak terpenting
dalam hubungan akomodatif antara umat, /Jslépm/ deridegara, karena dalam

N

I &an@ bardlIiJar birokrasi dengan yang

P \>

ada di dalam birokrasi. Lahirnya ICMI men)mbulkan plan kontra. Bagi yang pro
/ / \\

menganggap bahwa ini momentumyé@g baik untuk metkap Islam kembali

organisasi ini bertemu tokoh-tokoh sl

berperan seperti pada masa s”ebélumnya sehinggapkian ICMI akan mampu
N

menyalurkan aspirasi um \sl@m dengan mudah, &aketika awal Orde Baru,

antara umat Islam dan pe metintah terjadi hubungag bersifaantagonistic.

Bagi yang/‘\:::‘ , menganggap bahwa hal ini merupakekayasa

pemerintah untuk::\‘ ndapat dukungan umat Islam welangsungan sistem yang
ada. Ditambah pula kekhawatiran bahwa ini manuvemmer politik habibie,

sehingga membuat ICMI tidak akan mandiri.
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BIROKRASI DAN POLITIK
A. Pengertian birokrasi

Institusi birokrasi merupakan ruang mesin Negaidgldmnya berisi orang-
orang (pejabat) yang digaji dan dipekerjakan oledgada untuk memberikan

nasehat dan melaksanakan kebijakan politik Ne’g/?%i’ngaupun secara teoritis

[~
pengertian birokrasi dapat dipahami secara sny/rpi%l aparatur Negara, secara
N\

- - - - - - . .’/7'\\\\\\"74/‘ ‘ - -
praktis pengertian birokrasi ini masih se‘;ﬁmg@‘fr‘r{etmman kontrofersi. Pada
)
S

‘ \\s@apsi bahmeggris di sebut sebagai
> DU\

kosepsi yang paling luas, atau dala

f'/t; N
badan(sectcantor)pemerintah, atau galng‘konsepsi bahasa inggebuigpublic
O

/\\\\ /// - . . P
sector, atau jugpublic serviceatay@ubﬁ}gjadmln|strat|on Konsepsi ini mencakup
institusi atau orang yang pe@\g@asnannya dari ublegara atau rakyat yang
biasanya tercantum dala

L~

~§;D;éhdapatan dan Belanja Daefdan tetapi dibanyak

%%ﬁBN (Anggaran PendagianBelanjaan Negara)

Negara, ada beberg@iélompok bidang profesi, tsgpeu, atau BUMN, angkatan
bersenjata, dan b\é\gawai pemerintahan desa, yaraupuad penghasilannya dari
uang Negara, tapi tidak dimasukkan sebagai bagaanbddan pemerintahan atau

public sector

Dibandingkan dengan subyek ilmu pengetahuan yang $&sungguhnya

eksistensi birokrasi baik sebagai phenomena patitkinistrasi maupun sebagai

190 Budi Setiyono, Birokrasi Dalam Persepektif Politik dan AdministtagBandung:
Nuansa, 2012), h. 15
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subjek ilnu pengetahuan-dapat dikatakan masihfrbliu. Eksistensi birokrasi
secara institusional, muncul setelah manusia mmangenal bentuk Negara
modern. Sedangkan sebagai objek ilmu pengetahwgiankterhadap birokrasi
mulai dilakuukan pada waktu disekitar revolusi Rers pada Abad ke-18 (1760)-

an.

Secara literal, istilah birokrasi itu sendiri muthperkenalkan oleh pilosof

Perancis Baron de Grimm dan Vincent de Gourmﬁl katd'bureau” yang

NN Y
berarti meja tulis, dimana para pejabat saaf/ It[ae\ij)e di belakangnya. Kita
~— 7\\ "//
mengetahui dari sejarah bahwa di Negara F’erannlsngara Eropa lainnya pada

\/Z
saat itu memiliki kinerja yang sangat bp?k@mtmgeksplmtas rakyatnya secara
\

berlebihan. Para pejabat sebagal /ék\{&r raja gemanrgadakan pesta mewah
\\ /‘/‘
ditengah kelaparan dan kesengsaraan\rakyat mempa@k yang sangat tinggi,

//
kejam terhadap mereka yang kfm,& serta gemarilaeppra raja dan bangsawan.

BN
De Gaurnay saat itu mer “%ﬁ;\ukakan bahwa “... san@atuttkan para pejabat,
S
para juru tulis, para ‘i‘%kretaris para inspektan ¢ang diangkat bukannya

memberikan keu_f‘%ﬁn pada kepentingan umum, mkelaikepentingan justru

diabaikan karena adanya pejabat'®".

Untuk menyindir kinerja pejabat yang buruk itu, akpilah istilah
Bureaumania yang kemudian memunculkan varian Kat&eucrative (bahasa
Perancis). Istilah-istilah tersebut itulah yang keilman dipakai untuk

menunjuukkan pengertian akan suatu organ istitugdelaksana kegiatan

%% hid., h.16
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pemerintahan dalam sebuah Negara sebagaimanardsiteh oleh Hague, bahwa
birokrasi adalah “organisasi yang terdiri dari aparbergaji dan melaksanakan
detail tugas pemerintahan, memberikan nasehat damberikan keputusan
kebijakan”. Walaupun pembahasan dan eksistenskriaisomuncul seiring dengan
eksistansi Negara modern, tetapi banyak ahli parcehwa konsep pemerintah
Romawi ,Inca ,Aztec, Mesir kuno dan Cina kunardina saat itu para pejabat

kerajaan di seleksi dengan system ujian, senlom:taakgahllan bahkan menurut
7\\
pendapat Gladden kokohnya peradaban darl “s\ggbaggaral kuno tersebut,

\
/,

utamanya adalah berkat eksistensi badan b(rokraegam yang bekerja
VN
memamakai prinsip-prinsip operasion ygng terja?ﬁ.lr

Di kerajaan Mesir kuno J:rada rhasa 2180 SM, organisa®krasi

\\ )
\ N\
pemerintahan telah menerapkan*system organisaserpgainan dengan model
//
pendelegasian wewenang yhng kompleks, spesialigasja, dan system

BN
kelembagaan yang perrp\%ﬁ) Hal yang sama jugaukten kerajaan Cina Kuno

pada masa 478 SI\;I‘,\\“““a“ memiliki sistem birokragsigde model disiplin dan

/ang teratur, dengan rekrutinerdasarkan pada keahlian,

sistem administrasi-
dokumen, pelapor\a\l;ljtertulis, dan hierarki. Modebkrasi model seperti yang kita
kenal sekarang, utamanya terbentuk dan dipraktikicata beberapa Negara sejak
terjadinya revolusi industry di Eropa pada abadegpgahan. Pada era tersebut,
badan-badan birokrasi pemerintahan dan profesikfaistumbuh berkembang
seiring tumbuhnya perusahaan-perusahaan industrptdesi pekerjaan yang ada

pada institusi perusahaan swasta. Sejak revoldsstn unit institusi berkembang

102 pid, h.17
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semakin kompleks dan variatif, dengan pola/sistezRrutmen, pendidikan,
pekerjaan, dan penggajian. Berkembangnya kompéeksinstitusi birokrasi
tersebut dilakuukan untuk memenuhi kebutuhan peasaswasta dan masyarakat
terhadap pelayanan dan perlindungan pemerintaHebilerlagi pada saat itu
hamper semua Negara Negara Eropa melakukan praieikjajahan dan
kolonialisasi di berbagai belahan dunia. Praktiknmenurut Negara Eropa untuk
memodernisasi penyelenggaraan pemerintahan Qaaiugpma agar pengelolaan

[“/ \\\\
dan kontrrol terhadap Negara jajahan dapat/dﬁ%@angan efektif. Seiring
(T
. . ,,L\\‘\\_‘, /‘ ) . .
dengan hal tersebut, berbagai produk industri gé;ﬁartas, mesin ketik, telepon,

AN
L N

tinta, bullpoint, dan stempel juga turut

modern. /7 N )
M<f\ ,/"‘
Para ahli memiliki berbagarzh\ffacam pengertian dafinide tentang
I\
birokrasi, mulai dari yang sederhana sampai dengarg paling kompleks. Di

NS
banyak Negara, perana/n:bébkrasi bahkan dipandamgiliki tngkat yang tidak

-
terkalahkan dari kg‘l‘\:“‘%}yk-kelolompok masyarakan.laDi Jepang, terutama

temen yang prestisius  sepeetndftrian Perdagangan

birokrat pada dep:
Internasional (perr\r;;nen politician) yang menjadolapenentu dalam mewujudkan
munculnya keajaiban ekonomi (economic mirade) Jgpéintahun 1950-an dan

1960-an di Inggris birokrasi disebut leh Kellnernd&unt (1980) sebagai

“kelompok penguasa Inggris’(the Britain’s rullindass) karena pengaruh dan
peranan mereka yang seringkali lebih besar dainetlsekalipun. Sementara itu,
di Eropa secara umum, birokrat juga dipandang selfggmegang dan pelaksana

kekuasaan riil ketika Negara-negara Eropa memberdlinsi Uni Eropa
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(European Union) lengkap beserta ComunissionnyBrassels, sehingga muncul

istilah baru birokrasi Eropa dengan sebwarocrats:®®

Dengan realitas seperti ini, setiap penguasa sbllbadapan dengan dua
masalah ketika berhadapan dengan birokrasi: yapartama, bagaimana
mengkomunikasikan  gagasan/ visi kekuasaan, artipgaguasa harus bisa
mencapai kesepkatan-kesepakatan dengan birokrasi onrelaksanakarogj-frame

[
(kerangka logis) kekuasaan dan kedua, m@an?gﬁkaMNdoagagasan itu

N
dilakasanakan oleh mereka, yakni penguasa fﬁaﬁﬁmgontrol birokrasi agar
/;’i:7\ii;i,‘7
tidak bekerja sekehendak hatinya sendiﬂ. ‘\\2
( Q”

1. Birokrasi Kerajaan

Cikal bakal birokrasi @j‘:@\c’ionesia telah dimulaidpamasa kerajaan

Mataram di bawah kekuasaa <IE'{aja Amangkurat. Pada mamasyarakat dibagi

menjadi dua lapisan a/u>hamba raja (kaum prigdygll dalem) dan wong cilik
atau rakyat® Ra}ai\f:é/merintah rakyatnya dibantu para priyayi/atdlem,

sehingga komur?i\liéélnraja dengan rakyat harus meteta priyayi/abdi dalem.
Demikian pula dalam penyerahan upeti kepada rajshmelalui priyayyi. Dalam
mengkoordinasi rakyatnya, raja membagi kekuasagradee para priyayi/abdi

dalem dengan cara membagi-bagikan tanah atau Wileslkuasaan masng-masing.

Begitu besar kepercayaan yang diberikan raja kepadapriyayi/abdi dalem untuk

103 .
Ibid, h.65
194 L ance castlesBirokrasi dan Masyarakat di Indonesia dalam Birogir&epemimpinan
dan Perubahan Sosial di Indones{&urakarta: Hapsara, 1986), h. 7
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mengurus rakyat, sehingga seringkali para priybagi/adalem mini melalui sebuah
lembaga yang dinamakan “bekel” berbuat sewenangmgnmemeras rakyat dan
mendapat sebagian keuntungan dari hasil pemeragaselyelum diberika kepada
paton (pejabat) diatasnya. Upeti yang diberikanyabkkepada raja, seringkali
disunat terlebih dahulu oleh birokrasi/penguasa alloctersebut untuk
mengenyangkan perut mereka, sebelum diserahkard&epgg atau dengan kata
lain pada setiap kesempatan, para pejabat biroknaga!gan selalu mengambil
N\

keuntungan untuk kepentingan senb‘i?lDengan dérfmglan timbul kekuasaanpara

priyayi melalui lembaga bekel yang begitu, /be\ga]"étdap rakyat dibandinhgkan

raja. <
N N

(N

2. Birokrasi Kolonial AN\
@&\

Pada masa penjajahan Bél?l &d Indonesia, jusmalsn memperkuat

posisi para priyayi/abdi daler{r k%;rena dalam memtedni rakyat, pihak kolonial
NS

Belanda masih memperg lia% priyayi sebagairfer ston& dalam menghadapi

rakyat Indonesia, | ‘?‘f‘;ﬁ”priyayi sebagai abdi pgfy Belanda. Diawal

pemerintahan koIQ“r“]"‘:‘i\E “I‘anda, birokrasinya sanparsiepada masa kerajaan Jawa
kuno. Selain par/éfﬁ “ayi yang masih menjadi kakigan pemerintahan Belanda,
juga para pegawai VOC yang cenderung bertindakrsdmengsawan Jawa yang

tidak bertanggungjawat3®

Namun diakhir masa pemerintahannya, birokrasi samadtu mulai

dirasionalkan, didisiplinkan dan bertanggungja#¥bmeskipun terbatas dalam

%pid., h. 24.

19| ance CastlesBirokrasi dan Masyarakat ...... h.,9.

197 Robert A. DahlDemokrasi dan para pengeritiknya, terj. A. Rahmam#ddin,
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1992), h. 14.
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menghadapi parlemen dan kelompok penekan di nBgésinda, dan warganegara
di Indonesia. Dengan demikian, dapat dikatakan babirokrasi pada masa in |
mulai lebih jujur dan efisien.

Setelah kemerdekaan, terutama masa demokrasi Ratlemkekuasaan di
Indonesia cenderung ,enyebar, terbagi diantaradgetembaga birokrasi, partai
politik dan militer'®® Pad masa ini, kekuatan utama sebenarnya bertumga p

partai politik. Di samping itu birokrasi merupakpusat@&uatan sosial terpenting,
~Y

199 sehingga jabatan birokrasi merupakan Jabe&ém> \merprestisél® Dengan

menguasai birokrasi tujuan-tujuan dan kelglman\gaeﬁn partai politik akan lebih
mudah tercapai. Promoosi jabatan \:ﬁun&r\&ah lebdnybk ditemukan oleh
mekanisme patronase politik darlpad;@ entuamket@ mertokrasi dan tidak
jarang keputusan-keputusan pem[ermt\%h lebih memckam kepentingan partai

daripada kelompok kepentlndén\ masyarék’aiDapat disimpulkan bahwa pada

masa ini, muncul birokrasi y @tldak sehat, tidakral dan bersifat politis.
&

3. Birokrasi Masa i\\\Tokrag Terpimpin

it Presiden 5 Juli 1959, berarti babaku bagi demokrasi
Terpimpin dibaW551 emerintahan Soekarno dan demganculnya demokrasi
terpimpin, berarti babak akhir bagi demokrasi Radeter sekaligus bagi partai-

partai politik, kecualu Partai komunis Indonesi& )P

198 Herbert Feth,Soekarno dan Militer dalam Demokrasi Terpimpin,j.tdim Pustaka
Sinar Harapan(Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995), h. 181.

199 valina Singka SubekBoekarno dan Demokrasi, dalam Nazaruddin Sjamsyddin
Soekarno Pemikiran Politik dan Kenyataan Prak{@kkarta: Raja Grafindo Persada, 1998), h. 38.

119 santoso, Birokrasi Pemerintahan..., h. 81.

11 salim M. Arskal,Pengantar lImu Administrasi Negarélakarta: Universitas Indonesia
Press, 1986), h. 83.
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Pada sebelum demokrasi nterpimpin ini, Soekarncagabpemegang
kendali kekuasaan, di samping militer dan PKI Saekdertindak sebag&ilance
of power'*? Antara militer (Angkatan Darat) dan PKI, militetbdutuhkan untuk
perlindungan menghadapi PKI. PKI dibutuhkan untuéngerahkan masa, agar
agar mendengarkan pidato-pidato Soekarno. Sedangkgn militer dan PKI
Soekarno sebagai pemberi legitimasi bagi ketedibatiliter dan PKI dalam pentas
politik. Ketiga kekuatan ini muncul kepermukqamg@j refleksi ketidak

/‘/;\\ h
berfungsiannya pada masa sebelumnya (Dergokr\@@?ﬁmter), sehingga wajar
(N \

perusahaan perkebunan asing m|I !clgnda Halumuk mengatasi masalah
@&\

perekonomian dalam negeri deng\afhimemberlkan keanakepada perwira-

7

perwira militer sebagai top mc/(naber Ternyata madisasi tidak membawa hassl

yang diinginkan, malah terjad

‘| k@)rupS| yang diperakan untuk perlindungan serta
untuk menciptakan ke ngan birokra$i.
Di bawah \‘i‘mpinan Soekarno, politik lebih dmgkan (politik

mercusuar) darirfféaa\r‘nasalah ekonomi, akhirnyasinflarkembang menjadi hiper
inflasi. Keadaan semacam ini justru member kelelamaskepada para birokrasi
untuk mengacau dan mengekploitasi sector swastda Faasa sebelumnya

demokrasi terpimpin banyak penyimpangan yang tekduai dengan UUD 1945,

sehingga menimbulkan pemberontakkan-pemberontakkian daerah-daerah.

2 Oran R. YoungSistem Politik, terj. Sahat Siamorélakarta: Bina Aksara,
1984), h. 84.

13 Herbert FethSoekarno dan Militer.. h. 28.

41bid. h. 85
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Dengan adanya pemberontakkan-pemberontakkan térsebiter mulai tampak
berperan. Apalagi disertai pula dengan diberlaknikan“Darurat Perang” oleh
Soekarno.

Dengan adanya SOB pada tahun 1957, berarti telahmbergkan legitimasi
kepada militer untuk terlibat ke dalam masalahtpolDi luar pulau jawa militer
berhasil meraih otoritas kekuasaan administrasiep@tahan dari penguasa sipi
dibawah penguasanya. Dalam perkembangan kemuthrp& militer ke
jajaran birokrasi ini sulit dikembalikan sepert%@mpal dengan berakhirnya
demokrasi terpimpin dengan pecahnya pembe\gnt/akmk@ 30 September PKI
(G 30 S PKI) yang dapat ditmpa \%ﬂeh\m:lllter dendzantuan kelompok
masyarakat seperti KAPPI, KAMI, NU/;\P

/ \\\7/
dan PSE™ Dengan berakhirnya kékuasaan demokrasi terpinpétka babak baru

, maupun reenpengikut Masyumi

bagi Orde baru di bawah képeﬁjlmplnan Soeharto aenglead melaksanakan
N/

Pancasila dan UUD 1945 %&aﬁé murni dan konsekuensi

4. Birokrasi Masa
Di awal Ordaru pemerintah telah mencanangkambpagunan dengan
memprioritaskan/i\k\i:r\"\‘hg ekonomi, yang membutuhkduidgan stabilitas politik.
Untuk itu dalam menciptakan stabilitas politik, pgmtah mencoba meredam
partipasi politik yang menimbulkan gejolak dalamsyearakat. Dengan kata lain,
stabilitas yang diciptakan adalah “stabilittas yaegsifat otokratif” yait terciptanya

stabilitas, karena ada tekanan pemerintah melaliakan kekerasan.

115 Castle Birokrasi dan Masyarakat..h. 17.
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Selain itu, untuk menjalankan tugas-tugasnya, piataér membutuhkan
sebuah birokrasi yang efektif dan tanggHikarena hanya birokrasi yang memiliki
karakteristik-karakteristik tertentu yang menangimigas-tugas pemerintah yang
begitu kompleks. Hal ini tidak diragukan lagi bahweamerintahan Orde Baru
bertekad menggunakan birokrasi Negara sebagai Brimobile dari program
pembangunan.

Untuk itu birokrasi harus sejalan dengan-pemeraraltOrde Baru,
A~
mengingat birokrasi Yang diwarisi dari Orde ;ah@ftj birokrasi yang besar,

tidak efektif, dan sangat terpolitisir, oleh - sé\bﬁb pemerintah orde Baru
mengambil  langkah-langkah  unt \I% rr?en/gatasinya Lalngk pertama,
dikeluarkannya ermendagrai Nomor 1g\tb}a\riun 1969¢engan tujuan melarang
warga Departemen (pegawai negenz menjadi anggetdaip politik. Kedua,

dikeluarkannya formulir Korp;f( Kﬁryawan Dalam Negetengan tujuan agar
N/

pegaawai negeri meninggal an keanggotaan kepartg&@n keormasannya dan

menjadi anggota ko g‘:\\e\ndagri. Ketiga, dikeluarkanmeraturan pemerintah

Nomor 6 Tahun 1 13)éng melarang semua pegawai negeri termasuk ABRI
terlibbat dalam /kegl ‘fan-kegiatan partai dan hanenhunjukkan monoloyatlitas
terhadap pemerintah. Keempat, dikeluarkannya Kepplemor 82 Tahun 1971
yang menetapkan pembentukan Korps Pegawai NegepulRk Indonesia
(KORPRI) sebagai satu-satunya wadah organisasi pegawai negeri. Selain,

untuk mendapatkan birokrasi yang efektif dan tapggamerintah melakukan pula

penempatkan orang-orang yang berada di sekitarrale®eharto (khususnya

18 pid., h. 89.
117 santosoBirokrasi Pemerintahan.h, 91.
18 pid., h. 92.
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ABRI) ke dalam jabatan-jabatan birokrasi dan sekalimengendalikan posisi-
posisi politik dan ekonomi untujk menjamin kebeilzas Orde Baru. Dengan
masuknya ABRI ke dalam jabatan-jabatan birokrasikansemakin memperkuat
posisi birokrasi yang ada dalam pengambilan kedaijakebijakan politik dan
pelaksanaan tugas-tugas pemerintah, sekaligus aepagggerak utama program

pembangunan Orde Baru.

NS
C. Kedudukan dan posisi birokrasi dalam Neg: Q\\s
>

N

ANV

Alasan pertama mengapa birokrasi ,,:Kﬁgp‘/“secara lpodilalah karena

Ve
(O

disbanding institusi lainnya dalam syaﬁé{m ‘\())Iit'sleperti parpol, organisasi massa
S N

3\
(ormas), organisasi profesi, LSM\&%@)@ngan pengasaiganisasi keagamaan,
— >
assosiasi buruh, dan mahasi‘,syxta\\*l/{alaupun orgarkedmnpok di luar birokrasi
\\\\ii;i,‘y

(extra bureaucratic force rgemiliki sumber kekaasayang sama dengan

birokrasi, kadar kepemiti |tu tidak akan sebeafam sekuat apa yang dimiliki

birokrasi.

L~

Menurut Gﬁif “eter, setidaknya birokrasi memilikipansumber kekuasaan
penting yakni; penguasa informasi dan keahlian kawgan ya ng berkaitan
dengan pengambilan kebijakan, adanya dukungarkg@dgitimasi), dan sifatnya
yang permanen dan stabil. Senada dengan Peter uheMaekhtar Mas'oed
(1978), birokrasi juga memiliki empat sumber kelagas yakni; peranannya

sebagai personifikasi Negara. Penguasa informkapemilikan keahllian teknis,

dan status sosial yang tinggi. Sebagai ilustrasy #apat melihat perbandingan
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kepemilikan sumber-sumber kekuasaan birokrasi dibgkan dengan institusi

(kelompok ) lainnya.

Melalui sumber ini, birokrasi mendapatkan mandatamgn-undang untuk
mengatur kehidupan Negara, sehingga dapat bertiatdaknama, Negara. Hal ini
dapat menjadikan birokrasi sangat berkuasa karesrapunyai legotimasi yang
kuat untjuk bertindak pada hal-hal yang diwenangkapadanya. Sedangkan

NS
kekuasaan politik (lembaga) lain tidak ada yang ﬂj@ﬁe@itimasi semacam ini.

N
Paartai politik misalnya walaupun dia meﬁjéﬁﬁwadabnyaluran aspirasi
/;i:7\ii;i; ‘
masyarakat secara formaldalam system t@lj@k, ptetmrpol tidak memiliki
R =
L . RN
legitimasi tapi untuk bertindak atas nama Negara
Dalam kaitan ini, yang sepjﬁ%m‘enjadi masalah dd&agara seringkali
— A
berwujud sebagai entitas yang;aQ\Styak sehingga @agngekali di manipulasi oleh

)

R . .
birokrasi. Secara subjekif, ab<ga bila tidak adatrol, birokrasi dapat melakukan

apa saja dengan berifq g dibalik kalimat “atasnanaNegara” tanpa perlu

menjelaskan Negara-y bagaimana dan seperti apa.

/I~

Karena bir\(;‘lii'a‘éi bertugas mengurus segala sesaaty berkenaan dengan
penyelenggaraan Negara dan pelayanan pada masyadviaka dia memiliki asset
dan jaringan informas yang sangat banyak dan tidakgkin di miliki oleh
lembaga lain. Kekuatan lain seperti parpol dan bumungkin juga memiliki asset

informasi, tetapi tidak akan sebanyak dan selengkag dimiliki birokrasi.

Selama bertahun-tahun atau bahkan ada yang sut@ah Hdaungan abad,

institusi birokrasi menjalankan berbagai macam gataman dan tugas yang rutin.
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Hal ini menyebabkan mereka memiliki kesempatan re&igi secara detail segla
macam informasi berkenaan dengan bidang tugasnterkeneksitas factor yang
berhubungan dengan tugas itu. Dapat dipahami laraapabila seorang menteri
yang seharusnya dia dapat mengendalikan birokesta praktiknya justru sering
didikte oleh birokrat oleh bawahannya, karena samgmteri menduduki jabatan
secara temporer sesuai siklus pemilu, atau bahlsanlébih singkat bila terjadi

reshuffle kabinet, sedangkan birokrat hamper slalwakf\u\kerjanya dihabiskan di
lingkungan departemen di mana mereka bekpria;\\ detrasa, birokrat dapat
sewaktu-waktu menggunakan atau menylmpfaﬂ ;nférymg mereka miliki untuk

N

menekan atau mendukung seorang m ngén abau Jygaap@olitik yang lain.

RS

Pada hakikatnya, karena blrcikrasr adalah instpudlic yang dibentukdan

\\ /‘/‘

N

dibiayai oleh masyarakat (meladm pajzik retribdan lain-lain pungutan) untuk
//

melayani seluruh lapisan maﬁyar/akat maka biroknasiis terlepas dari ikatan

partai politik maupun g/os\dn Birokrasi harusabdan mau melayani seluruh

masyarakat secara %\;lan setara. Karena fungsiagg vitas sebagai state
machinery, maka s\*% poIitik birokrasi harus jefJakni menjalankan tugas secara
objektif, serta menempatkan kepentingan dan kesgdamNegara sebagai tujuan
pokok dan diutamakan dari sesuatu yang lain. Unlagat menjalankan fungsi
tersebut dengan baik, birokrasi harus betul-betthab dari pernikahan, dan

keterlibatan dalam persaingan politik (politicahqmetition).

Di samping itu, karena birokrasi bukanlah lembagj&ip maka penguasaan
asset-aset kekuasaan harus dapat dikendalikant@ajardisalahgunakan secara

tidak adil oleh pihak-pihak diluar birokrasi maupoieh intern birokrasi itu sendiri.
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Sebagaimana dikemukakan mantan presiden AmerikkaSa&rW. Wilson, kajian
administrasi Negara (birokrasi) merupakan bagiarsam yang mesti dipisahkan di

segala macam persoalan politik.

Intervensi partai politik dalam institusi birokragkan mengacaukan tata
kerja birokrasi yang harusnya berdasar pada poHpsinsip manajemen
pemerintahan (public sector management) yang sefsignal, dan berdasarkan
hokum. Apabila intervensi dilakukan, misalnya mal@te\m pembinaan pegawai
akan rusak, karena pengangkatan pejabat hén;agﬁldﬂeh prinsip suka-tidak
suka (like and dislike) dalam konteksA kepér/lzlﬁg/mhtlk tidak didasari oleh

pertimbangan kemampuan, kapaS|tas

N
Sementara itu, penggunaan “asetdan infrastrukturokrasi  untuk

*i**\\)

kepentingan politik dan person@i{uga akan dapatimigulkan sikap diskriminatif,

membangkitkan kecembur %m SOSIal konflik antargaaNegara, atau bahkan

pembangkangan warga -\ ara kepada pemerintah (diagmni kelompok-
‘\f“‘dapat saja melecehkan peaawg dilakukan birokrasi,
menentang progra:fpemerintah, atau bahkan melakpgdawanan (resistence)

dan penghancuran fisik terhadap aparatur dan aigsimpemerintah).

Apabila hal tersebut dibiarkan, maka tujuan birekraleal yang dapat
melayani semua pihak tanpa pandang bulu secarasgiohal tidak akan tercapai
bahkan birokrasi dapat menjadi sebuah korups yargdap sebagai benalu dalam

masyarakat. Akibatnya, birokrasi bukan saja dagapdran dalam mengacaukan
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tertib sosial, melainkan juga dapat menghancurkam anendisintegrasikan

eksistensi Negara.

Untuk itulah kita perlu membangun pola hubungan m@mgatur persoalan
birokrasi dan politik ini sebaik mungkin. Penggumaarokrasi sebagai mesin
politik oleh partai politik tidak dapat dibenark&arena memicu ketidakadilan
politik. Sedangkan penggunaan asset kekuasaan rdsrokintuk kepentingan

NS
aparatur birokrasi sendiri juga tidak bisa dite(ij@eha merupakan bentuk
QY

penyalahgunaan kekuasadgabuse of power){?éh@bunaan wewenang Yyang

/;’i:7\ii;i,‘7
diberikan Negara kepada aparat birokrzasi ufigu@amidujuan pribadi/kelompok




BAB IV
PERAN ICMI
A. ICMI Sebagai Organisasi Islam

Pada masa Orde Lama, Demokrasi Terpimpin, umamiglang diwakili
Masyumi telah tersingkir dari gelanggang politiétapi bukan berarti partai Islam

tidak ada, karena NU, PSII dan Perti masih terlﬂaﬂa masa itu. Meskipun ketiga
/\ \
partai Islam itu ikut bermain didalamnya, tetap)upb@wagl cendikawan muslim

untuk ikut kedalam partai tidak mudah, men@rfg&aieﬁaasll partai yang akttif akan
NN

keberatart!® Sedangkan bagi cendik ﬁ?} m<l:|sI|m sendiri tidakas®erat home

dengan parpol yang ada, karena ;so&taborogln (ltakang sosial)nya tidak

berakar pada ketiga parpol tersebut \\\j

//
Mengingat cendlklav<an ff?YUShm membutuhkan jalur ri@s vertical
N\
mereka, maka dibentul;\\l\ “*‘i‘\ersaml (Persatuan SaNwrsiim Indonesia) pada
tahun 1964 yang dlkef“a%leh salah seorang tokdhHNM. Subchan Z.E. pada

tahun 1967, cenpl ‘ n muslim terpecah, karena HsWbchan Z. E. keluar dari
Persami dan mem\Bcjetuk ISII (ikatan Sarjana Islanornedia) pada tahun 1967,
salah seorang tokoh NU. Meskipun demikian Persaasiimtetap berjalan sampai
pada tahun 1970. Dari latar belakang tersebut mu@ddl sebagai sebuah wadah

untuk penyaluran aspirasi cendikawan muslim.

19 Ridwan SaidiKebangkitan Islam Era orde Bar(Jakarta: LSIP, 1993), h. 122.
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Sebelum ICMI dilahirkan pada tanggal 7 Desember016P Malang:?°
sebenarnya telah muncul pemikir Isf&frpada tahun 1984 yang diketuai Moechtar
Boehori dari lembaga llmu Pengetahuan Indonesi&IjLIKelompok ini bukan
semacam ICMI, namun hanya semacam dapur bagi Repamt Agama. Setelah
diadakan pertemuan cendikawan musffnyang , organisasi di pelopori Lembaga
Studi Agama dan Filsafat (LSAF). Majelis Ulama Indsia (MUI), Lembaga
Penelitian, Pendidikan dan penerangan Ekonomi DE@B(LPSES) Universitas
Ibnu KHaldun, dan Universitas Islam As- Syafl |ya/ﬁ§;1rta Selain itu organisasi
Muhammadiyah sendiri berkeinginan memben)tﬁk fkatmdlkawan Dan terakhir

\ /
Vas
muncul nama Forum Komunikasi P h%angjanan Indon@sdP) pada tahun

19862 diketuai oleh Ahmad Tirto Sudn@ ))
/ \\7
R \\//
Pada bulan Januari 198&(11 Surabaya juga telaterterb Cendikiawan
//
Muslim Indonesia (ICMI) yang dmrakarsal oleh selse(11) orang cendikiawan

sepeerti : Fuad Amsya;i;%tﬁuniversitas Surabdjeman Affandi, Suaknto, D.
Sungkono, Rahmat %%)lka dari IAIN Bandung, Harafatomo, Muhammad
Usman dari Unlve%\As{\\a#Alrlangga (Unair) Surabdlga,Rochdjatun S. dari Institut
teknologi Surabaya (ITS) Surabaya, Achmad Syaliah dari Universitas Gajah
Mada (UGM) Yogyakarta, Syamsuddin Manaf dari ITSrabaya, Muhammad

Thahir dari Rumah Sakit Islam Surabaya.

120 gyamsuddin Harrig?PP dan Politik Orde Baru..h. 20.
121 gpedirman Tebbaslam Era Orde Baru..h. 254.
221pid., h. 254.

123 Ridwan SaidiKebangkitan Islam..h. 125.
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Selain itu, M. Imaduddin asalah sau anggota Dewa@mplCMI pernahn
berkeinginan untuk membentuk semacam ICMI dengangmelang beberapa
pakar atau cendikiawan muslim Yogyakarta pada tali@89, karena pada saat itu
M. Imaduddin, melihat banyak cendikiawan muslimdneésia yang telah meraih
pendidikan S3 (doktor), tetapi tdak pernah bersattara harmonis dan terdapat
perpecahan, seperti kelompok Paramadina di JakdrEeglah di Surabaya, Salman

di Bandung dan Shalahuddin di Yogykarta. AN

{( O\
Q>
Ternyata undangan M. Imaduddin /mf?nﬁapat sambutan pgara
N/
cendikiawan dari Surabaya, Jakarta, Se@maﬁ@ngy dgyakarta. Meskipun begitu,

ada pula yang tidak bersediahadir sepert \\Aleers Rari Universitas Gajah Mada

(UGM) Yogyakarta, karena Imaduddmma(slh dicurigamerintah Indonesia. Pada

\\//

acara tersebut, Imaduddin tldakfmemb“awa konsepahantpk melepas kerinduan
VD

(kangen-kangenan) dengan rﬁembuat acara simulasg kabetlan bidang ini

dikuasainya, sebagai s/gﬁg pakar manajemen. el simulasi tersebut,
S

itara para cendikiawan merasayd tidak sempurna dan

disimpulka bahwa dl\
saling membutu jkkeesokan harinya, Minggu 19ua&n1989'** para

cendikiawan tersebﬁt berkeinginan membentuk semawganisasi dengan para
pengurusnya, tetapi pertemuan itu segera dibubgikeak kemanan dengan alasan

belum mendapat izin.

Pengamatan Imaduddin terhadap kondisi umat Islamkéanginan untuk

mempersatukannya ternyata menjadi obsesi akhirmgskdsikan dengan para

124 Hafiner Robert W, ICMI dan Perjuangan Menuju Keléenengah..., h. 54.
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mahasiswa yang tergabung dalam jamaah Teknik, teakdleknik Universitas
Brawijaya Malang. Kelahiran ICMI tidak terlepas idgerjuangan mahasiswa
Fakultas Teknik Universitas brawijaya yang mempurkgompok diskusi yang
tergabung dalam jamah teknik Mushalla Fakultas ikekimiversitas Brawijaya
Malang yang sering mengadakan kegiata n keislarepers Maulid dan Isra’
mi’'raj.

Pada tahun 198% kelompok Jamaah nguﬁas Teknik Universitas

\\
Brawaijaya mengundang Imaduddiin Abdulrahma?l untderceramah dalam

N/
rangka Maulid Nabi Muahammad SAW Pad@a@sebelumm ada yang berani
mengundangnya, karena dianggap m

%
@icurigai etae dan beberapa Kali

pertemuannya pernah dlbubarkan @@q ﬁlhak keamaseperti di ITB dan Ul

\\//

<
karena Imaduddin dianggap tokczrlcrcontrwersml
/
Di Universitas Bra "ay%"’MaIang, Imaduddin justruemadapat sambutan

baik, karena pada saat@zf ‘j“tor dan Dekan-deksana adalah alumni HMI yang

mengenalnya. Dite ga‘;‘:perjalanan menjemput Imadudérjadi dialog antara
mahasiswa dan mwdm bahwa kondisim umat Iska isu. Dari hasil diskusi
tersebut dapat disimpulkan bahwa kondisi umat Islaindonesia tidak harmonis,
artinya para cendikiawan yang senior-senior darbdogai kota seperti Surabaya,
Jakarta, Semarang, Yogyakarta yang potensial dag wituakan, serta dianut
sebagian masyarakat, ternyata saling mencercak td persatuan dan ini

dianggap para mahasiswa sebagai suatu permasalalariyang harus dipecahkan.

125 M. Igbal, Detik-detik Kelahiran ICMI(Jakarta: Pustaka Indah, 1994), h. 5.
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Pemecahan ini didiskusikan dengan Imaduddin depgarberian motivasi
dan saran kepada mahasiswa, agar mencoba memibatkegiatan yang besar
dan mengundang para cendikiawan ters&SutMovasi ini membangkitkan
semangat dan kebanggaan bagi mahasiswa karenaasebagrang tokoh
nasional,Imaduddin bersedia memberikan motivasigydibutuhkan mahasiswa.
Setelah kepulangan Imaduddin ke Jakarta, mahasmmaiskusikan mencari jalan
keluar untuk menemukan suatu kegiatan yang R&\E{gﬁtl sehingga dapat
mengundang dan menyatukan para cendlklgwé?;:tersﬂmmasalahan yang
paling mendasar adalah factor komunlliéélkh{aﬁgnya komunikasi diantara

hN

cendikiawan inilah yang membuat p raﬁcendlklawaimrbemampu memahami
N

pemikiran masing-masing, sehlngga teqa I pertegga dan perpecahan. Dengan
[t‘/ \\'
cara mengumpulkan para cendlklawan’/dlharapkamchqmprtukaran informasi dan

saling berkomunikasi dengan klf(aﬂ%erta dapat mdmkaocamasalah umat.
N/

A
Akhirnya mahasi/s‘\\““%l\Jniversitas Brawijaya Malang mamkan untuk

menyelenggarakan /
sebagai pembic/gi‘\‘i:::; N
kepada rektor Un\i{//ersitas, usulan tersebut ditoflsngan alasan dana yang
dibutuhkan terlalu besar. Namun para mahasiswé tegoutus asa, dengan tekad

bulat, akhirnya para mahasiswa ke Jakarta untukemeni habibie melalui

128 |pid., h. 10.

27 Ipid., h. 12.

128 gyafi'l Anwar, Menguak Dimensi Sosio Historis dan Perkembangan ||qBakarta:
Pustaka Pelajar, 1995), h. 13.
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Imaduddin. Setelah bertemu Habibie, proposal disetnlieh pihak Universitas

Brawijaya'®®

Pertemuan mahasiswa dengan Habibie yang didamipiagiuddin, Dawam
Rahardjo, dan Alamsyah Ratu Prawiranegara berkesamp bahwa akan
menyelenggarakan simposium sekaligus membentuk hwdidai cendikiawan
muslim seluruh Indonesid’ Persetujuan membentuk wadah ini menjadi

perdebatan diantara mahasiswa artinya ada yangk@n%ldak karena dianggap
\\

bersifat politik, sehingga ada mahasiswa yang, meiﬂ@tkan diri dari kepanitiaan,
N/

yang setuju memandangnya dari segi manfdgtlgﬁja
%\\ o
alam acara simpdasisebut tidak

/2

Pengususlan pembentukan Wad\ah‘
,\ /

hanya berasal dari Imaduddin, tet&pt\Juga dari Fsiadyari, cendikiawan muslim

[,* ij* \)
dari Surabaya yang mengusujyaq agar simposiumbtgrsgngan berhenti hanya

NS)
pada acara simposium, t apbhendaknya diteruskangash membentuk suatu

wadah bagi para cendikiav Muslim se-Indonesia&kdtalau hanya mengadakan

simposium saja, m ‘a;‘f‘jgk akan ada kelanjutariojlawW up.

Masalah p:éiﬁeﬁtuan Habibie sebagai figur yang aka&amimpin para
cendikiawan se-Indonesia di sarankan Imaduddindisetujui mahasiswa, karena
Habibie dipandang sebagai figure yang menguasai [dengetahuan dan teknologi
(Iptek) yang sangat bermanfaat dimasa depan daibidaddalah seorang muslim

yang taat. Meskipun memiliki ketaatan kepada Istatkup bagus dan nyata, tetapi

129 A, Makmur Makka, Setengah Abad Prof. Dr. Ing. B.J. Habib{gakarta: Melabi,
1999), h. 16.

130 padan Wildan,Sejarah Perjuangan Sang Putra Bang$Bandung, Gema Syahida,
1996), h. 18.

*11bid,. h. 20.
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habibie mengakui bahawa tidak bisa melafalkan ayat-al-Qur'an dengan baik.
Dan pada saat diminta kesediaannya, Habibie jugagatekan bahwa dirinya

adalah seorang insinyur dan seorang pembuat pesanzng bukan pakar

132

Islam. > Meskipun demikian akhirnya habibie terpilih sebdggua Umum ICMI

yang direstui oleh presiden Soeharto.

Sedangkan dalam pandangan para mahasiswa, Halkeibie Iomempunyai

cacat dan seorang intelektual, sehingga mahasm@hﬁrapkan Habibie dapat
\\
memberikan manfaat bagi umat. Memang keﬁyatt%negares historis, Habibie
N/
bersih karena tidak terlibat dalam kancap pé@g@illslam pada masa Orde Lama.

Pertemuan Habibie dengan Ilima

perantara Alamsyah Ratu Prawwanefgara ﬁada 2 AgaS0, yang dihubungi oleh

\ ~ //
N
Imaduddin, Dawam rahardjo, MfSyarfr IFAnwar, Imadiini mengutarakan maksud
//
kedatangannya. Pada dasarn;la Hablble menyetujuk unemimpin wadah bagi
para cendikiawan seluruh\f%%nesm tetapi denggarat harus ada sejumlah tanda

tangan para cendlk:‘&ah seluruh Indonesia yang ukemgnya, termasuk

Nurcholis Madjld\\_ rat kedua, Habibie membicarelk@ dengan presiden
Soeharto, karena sebagai pembantu presiden Rlilapahtu jabatan diluar dinas,

harus minta izin terlebih dahulu kepada presiden.

Setelah menemui Habibie Imaduddin Abdulrahman dab&fvam Rahadjo
membuatkan surat pengantar ke beberapa cendikigaag berpendidikan S3

(doktor) untuk memberikan dukungan terhadap Habilgilegan perantara kelima

132 Hafiner,ICMI dan Perjuangan.. . 39.
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mahasiswa antara lain yaitu Erik Salman dan M.llgbalakarta, Awang Surya ke

Jawa Timur, Zainuri dan Ali Muzakkir ke Jawa Tengah

Diantara para cendikiawan yang didatangi, ada y#dgk bersedia
memberikan dukunganny®® Dari hasil perjalanan mahasiswa terkumpul 34 buah
tanda tangan yang berasasl dari Malang, SurabaygorBBandung, kesemuanya
bergelar doctor (S3)* Padahal kecendikiawanan seseorang tidak ditentakem

(-
gelar, hal ini dinyatakan oleh Makmur Mal%ﬁ%qai@ﬁ%eorang yang ditunjuk
N
Habibie dari Badan Penelitian Dan Pengergﬁ(b\éh@an olegn (BPPT) untuk
/;’i:7\ii;i,‘7
membantu penyelenggaraan symposiuLn k‘Qpa@sa ErikaBaltatapi jawabannya

: O
bahwa hal itu sudah merupakan kesepakatan dari awal
(C ™\
Akhirnya Makmur Makka me@bkrikan informasi bahwaPBPjuga ada
— >
yang bergelar Ph.D dan juga sggga\ng muslim yarig B&hirnya Erik setuju juga
ke<9 a nama-nama yaaty deglnjuk oleh Makmur

Makka. Keesokan h KQ

untuk meminta tandatang

ik berkeliling mencari namana tersebut dan

mendapatkan tambah 1:“‘enam orang dari BPPT, termAsukakmur Makka,

“\f‘:‘berjumlah 40 ordfig.

Setelah nama-nama terkumpul semuanya, diserahkpad&e Habibie
setelah shalat Jum’at secara informal atas anjakmur Makka, M. Dawam

Rahadjo. Beberapa hari kemudian Erik menyerahkafse®nbilan) nama lagi

133 Deliar Noer, Aku Ummat, Aku Bagian Ummat, Aku Bagian Bangsaiogpafhi Delair
Noer,(Bandung: Mizan), h. 50.

134 A, Makmur Makka,“ICMI Bukan Rekayasa dari Atas,”dalam ICMI Dalam ®tan
Pers Desember 1990-April 199Jakarta: ICMI, 1991), h. 50.

13%5Wangsa WidjayaParadigma dan munculnya ICMJakarta: yayasan Indayu, 1992), h.
50.

¥ bid,. h. 50.
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sebagai tambahan, sehingga berjumlah menjadi 4% gr@ng kemudian dianggap
sebagai pendiri ICMI. Kesembilan nama tersebut daralari Yogyakarta di

antaranya Amien rais, Ahmad Watik Praktiknya, Kuvithoyo, dan lain-lain.

Daftar nama-nama tersebut dibawa Habibie menghdeiegsiden dan
presiden menyetujuinya. Pada tanggal 27 Septentf diadakan pertemuan di
rumah Habibie yang dihadiri diantaranya Rektor @msitas Brawijaya. Dekan

(N

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Erik Salmdan Kawan-kawaft’ Pada
N

saat itulah Habibie memberitahukan bahwa pj’éQ‘i?fenyEtUjUi beliau sebagai

pimpinan wadah cendikiawan muslim, dan ﬁn@n@utuer&aﬂa orang menteri untuk
/> —

X o |

asuk di dayammentteri Penerangan
()
Harmoko. Pada pertemuan, Habibi\g*ﬁiéﬁ/(;usulkan agdahwtersebut dinamakan

o )
A RN )

ICMI, dengan demikian nama IQMifjada“Fah nama yamgiikan oleh Habibi&®®

&\

N/

e\rsigp'an simposium pad tanggalOR8ber 1990,

ikut membantu symposium tersebut,

VR

Ketika memasuki

beberapa cendikiawan @e?:‘adakan pertemuan untukbamas kelahiran ICMI.

Akhirnya terdapat es\“i‘f‘akatan pembentukan tiga yakni pertama, tim yang

dikoordinasi DaWa:f ahardjo membahas kerangka adaardisain symposium.
Kedua, tim yang dikoordinasi Muslim Nasution meimd& Anggaran Dasar, dan

Ketiga, tim yang dikoordinasi Sri Bintang Pamungkemmbahas Program Kerja.

Pada tanggal 28 Oktober 1990 diadakan pertemuaaraacendikiawan

Muslim dengan pihak MUI (Majelis Ulama Indonesiagrtempat di Departemen

137 M.Syafi’'l Anwar (ed), ICMI: kelahiran ICMI dan Misj (Jakarta: Departemen
Pembinaan SDM dan Pembudayaan ICMI, 1994), h. 11.
138 Eman Sr'an|CMI Ormas Islam(Yogyakarta: INIS, 1993), h. 11.
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Agama. Hadir pada saat itu antara lain ialah KHsdtlaBasri ketua MUI, H.
Munawir Sadzali Menteri Agama, Harmoko Menpen, Bldbiebie Menristek dan
rapat dipimpin oleh M. Amin Aziz. Kemudian diter@askdengan pertemuan pada
19 November 1990 di gedung BPPT, yang dipimpin dB. Prodjokusumo.
Pertemuan selanjutnya diadakan di pusat pengk&jiategi dan kebijakan (PPSK)
Yogyakarta. Selain itu 25-26 Nopember 1980Sekitar 22 orang cendikiawan
yang akan membentuk wadah ICMI berkumpul dl\ﬂ'j\waatrgyn Solo untuk
merumuskan beberapa usulan untuk GBHN 195; dan geguban Jangka
Panjang tahap kedua tahun 1993-2001 serta raneﬁrggram kerja dan Struktur

Organisasi ICMI.

Di Jakarta sendiri, mulai akmr %epftember 1990, @inggaran dasar yang

\ ~ //
K
dipimpin oleh Muslimin Nasuhcm yang juga sebagasisten IV Menteri
//
Perencanaan Pembangunan\\Bapenas mulai siap deagaangannya setlah

BN
digodok dalam beberaga\jéfbpertemuan. Setelalgy&kein tersebut siap dengan

=
masing-masing ranc \f‘\a}ynya, kemudian direncanakagad Habibie selama 7

jam bertempat /k\ man Habibie. Pertemuan firmlmdyadakan di kantor

Departemen Agama yang dihadiri oleh ketua MUI, MentAgama, Menteri

Penerangan dan Habibie sendiri.

Akhirnya simposium berlangsung di Jakarta dengamcaa dan
peresmiannya dibuka oleh Presiden Soeharto damuglitaleh Wakil Presiden

Soedarmono serta dihadiri oleh beberapa MenterinaPembangunan V, seperti

139 |sa Ansari,ICMI Dalam Sorotan Pers Desember 1990-April 19@lakarta: ICMI,
1991), h. 195-196.
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Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Fuad Hasan, MeAtgama Koordinator
Kesejahteraan Rakyat Alamsyah ratu Perwiranegamentdfi Agama Munawir
Sadzali, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup IEBalim dan Panglima

Angkatan Bersenjata Jendral TNI Try Soetrisno aseeberapa pejabat Daeraf.

Dalam acara simposium tersebut yang dihadiri 52B@ang berasal dari
beberapa kota besar di Indonesia bersepakat mekantbiehwa acara simposium

=
tersebut untuk membentuk ICMI (Ikatan Cendekigﬁ@ﬁiim se Indonesia) dan

AN
menetapkan symposium tersebut sebagai mdi\(t;?}\EMl t&an memilih secara
aklamasi Bacharuddin Yusuf habibie sgbaéiaj/ﬁ)fmmnggal untuk memimpin
ICML.*** Pemilihan formatur tersebut "?jﬁig?oleh Ahmadti/®ratinya dan M.
Amin Aziz. | <§§ |

Apabila dilihat proses p Q'%I\anan terbentuknya IaMpitu lancar, maka

AN /)

—/
dapat disimpulkan tidak a%l rgk'ayasa sebelumny@n&aitu adalah keinginan

w dikatakan ICMI adaletkayasa, maka menurut

murni dari umat Islam./\in‘

dirinyalah yang merekayas#gpi bukan dalam arti

negative atau ké‘p:ji‘ngan politis, namun karena g&aysen terhadap umat dan

khususnya generasi muda Isl&th.

Ada dua faktor pendukung yang dapat menjelaskahkah ICMI. Adapun
kedua faktor adalah faktor dan eksternal. Masabéérnal ini berkaitan dengan :

Pertama, kebutuhan nasional atau keinginan damkatdidik muslim yangn rata-

140M. Syafi'l Anwar et. al.JCMI: Kelahiran dan Misi... h. 13.

141 Risalah Deklarasi Pembentukan ICMI dan Pemilihatul Umum Pada Munas | ICMI
dalam Membangun Masyarakat Abad XXI, (Jakarta: I{;MI 36.

142|CMI bukan rekayasa, “Republika, Kamis tanggalS2®tember 1990, h. 5.
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rata telah menempuh pendidikan doktro (S3), teratatari luar negeri, untuk
membawa misi Islam dalam Negara. Pada saat ketalirde Baru, umat Islam
yang dulu didominasi oleh kelompok Masyumi dan Ndddésak dan berada di
pinggiran. Untujk mengantisipasi masa yang akaningat umat Islam

mengusahakan anak-anaknya memperoleh pendidikaamiksefungkin, karena

pendidikan adalah masa depéh.

Sejalan dengan itu, pembangunan ekonovrk\ysmg @ditkac pemerintah

\\ Y
Orde baru memungkinkan pula pembangunén dl>bld8&'ﬂj}jlﬂlkan sehingga
N/
anggaran penidikan menjadi naik teaus, @a@ sedaralitif maupun secara

N
naga tekgidian kelompok-kelompok

)
=

kuantitiatif yang melahirkan tenaga- en
k\\
D)

/

professionaf** a

\\

\
)

A
[Q

/

[:\t**\j
Kesempatan itu, tentu/ﬁaia tidak disia-siakan alemt Islam, dengan
\\ /\j

—/
kepandaian dan kemamp qn @t’élektual yang dimitikdka banyak di antaranya

mendapat kesempatange r ke luar negeri, senimggcullah kaum terdidi>
?:;::S

Dengan ke ‘g\:\gan kaum terdidik dari luar negenbul kesadaran bahwa

harus ikut memiki\fi%an pembinaan umat Islam di Ireda yang kini sedang giat
membnagun dalam rangka mengisi alam kemerdekaatuk Utu mereka harus

bersatu dalam satu wadah untuk memudahkan komitnikas

143 M. Syafi'i Anwar, Pemikiran dan Aksi islam Indonesia sebuah kajiafitiRatentang
Cendikiawan Muslim Orde bayJakarta: paramadina, 1995), h. 185.

144 50egeng Sarjadikaum Pinggiran Kelas Menengah Qua Vadidakarta: Gramedia
Pustaka Utama, 1994), h. 34.

145 M. Syafi'l Anwar, ICMI: Kelahiran dan Misi...h. 197.
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Kesadaran ini muncul dan sebagian umat Islam yagngdapat kesempatan
pendidikan dan wawasan yang luas. Kesempatan ydagnt sebagian umat
Islam tersebut merupakan hal yang amat langka, imgaty umat islam saat
kelahiran Orde baru berada pada posisi yang magihgdirkan*° sehingga bagi
yang benar-benar berootak cemerlang yang mendagsénipatan mencicipi

pendidikan ke luar negeri. Dengan demikian, wajajawsaja jika kaum terdidik

Muslimin tersebut ikut meratakan pentingnya perdididan pembinaan bagi umat
NN

[Mj\\\
. \\\\ Y,
Islam Indonesia. AN
AN
al .
Kedua, ada kesadaran dari pihak p‘@nﬁlntah terufmesiden Soeharto
/} —

\ \/Z\ Q
sebagai pemegang pucuk pimpinan k S“ saan di Is@ooetuk menerima Islam.

7

Pada masa awal Orde Baru,Masyu[mii*\%;Eﬁl salah faleanadap Masyumi (Islam)

A \i\ - /‘/"
yang dianggap terlibat dalam petfrsﬂw?az PRRI. Pasaat itu pula Islam mulai
I\
terdingkir dari pentas politik, ‘dan’/saat itu penmegaampuk kekuasaan dipihak

BN
militer lebih percaya k/e\aé%p kelompok non musliam cCina. Kini pemerintah

telah merestui Islarp‘:gﬂﬁlajn diterimanya kelahit@Mll oleh Presiden, karena
lambat laun perpi‘i’nxjr\]/mulai menyadari bahwa genéstam pada masa Orde
Lama dan genera\s:i\jlslam pada masa Orde Baru beylaedasignifikan. Hal ini
ditandai aspirrasi umat Islam generasi terdahutbdma dengan aspirasi sekarang.

Ketakutan pemerintah terhadap masa lalu itu, kalersalahan fahaman saja.

Sehingga wajar apabila pemerintah berubah sikagasemerestui pendirian ICMI.

Ketiga, adalah kelompok birokrat, Pada dekade tabh®®0, banyak di

antara anak-anak santri yang memasuki lapangamjpakesebagai pegawai negeri,

146 Husaini, habibieSoeharto dan Islam..h,. 37.
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karena lapanngan pekerjaan itu dianggap yang palgmganjikan masa depan bagi
putra-putrinya*®’ Setelah pemerintah Orde baru mencanangkan pemtzmgli
bidang ekonomi, maka lahan perdagangan bagi parai saenjadi terdesak,
sehingga jalan pintas yang diambil orang tua adelambekali pendidikan bagi
anak-anaknya dan berkompetensi memasuki birokb@sk sebagai pegawai di

departemen, dosen, guru dan lain-lain. Dengan damikamailah birokrasi dengan

anak-anak santri tu4® o
Keterdesakan yang dialami pedagang{iﬁméﬁim, sebgmaberbarengan
/;’i:7\ii;i,‘7
dengan ketidak mampuan Islam dalam mé@g@dupka’rnaaismjntuk formalisasi
N —
2L Q

Islam dalam kehidupan Negaf4. “ketidakmampuan itu merupakan

~
e
(D

N\ . et
konsekuensi dari pembaharuan De[yVaﬁ\bednstltuant&aagagal meratifikasi UUD

AN )
1945 sebagai kerangka dasar—hukum di IndoréSipada masa demokrasi
‘/‘/i:\\ \\/
Parlementer. N/

unculan ICMI ke permukaan,ktata asing bagi

Dengan demikian;
putra-putri santri  tu: ntuk ikut bergabung di dalga dan mendukung
sepenuhnya, mefn;i:‘at label Islam yang terpatenddCMI sesuai dengan nilai-
nilai Islam yang telah tersosialisasi dalam lingham keluarga. Selain itu,
lingkungan keluarganya yang memang santri terspburtah berkecimpung dalam

arena perpolitikan di Indonesia melalui partai fiolislam masa lalu. Dengan

147 M. Syafii Anwar,Hubungan Cendikiawan Muslim dan Birokrasi Orbah..198.

“®1bid., h. 198.

149 Abdurrahman Wahidkelas Menengah Islam di Indonesia” dalam Richad t€amlan
Kenneth Young, (ed), Politik Menengah Indonggiakarta: LP3ES, 1993), h. 21.

0 pid., h. 21
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demikian, ICMI diharapkan mampu menjadi wadah umhéngaktualisasikan diri

sesuai dengan nilai-nilai Islam yang dianut.

Ditambah lagi dengan kondisi perpolitikan yang nemglisikan partai
berada di posisi pinggirait demikian juga ormas dibuat agar tergantung kepada
pemerintah, sehingga baik orsospol, maupun orgsinipeofesi mempunyai
keterlibatan tertentu sebagai penyalur hasrat n@bilcendikiawan muslirtr?

[
Dengan demikian kehadiran ICMI dianggﬂ}gf\tepat sabagvadah

N
pengaktualisasikan diri atau dapat dikatakan((n\aj\ﬁ?puampung aspirasi umat
SN/
N
Islam tersebut. Faktor kedua yaitu masalah é&(d@amg berhubungan erat dengan
N —

WAL O L
mempenganabalah internal kesadaran

B. Peran ICMI Sebagai k%q} ok Kepentingan (Interes Goup)

Apabila meng E\\Rada kategori kelompok kepentingaaka ICMI dapat

dikatakan sebagai::‘:é\fdmpok kepentingan yang dikikeg jenis kelompok

/I~

kepentingamssoéiéfional karna ICMI adalah suatu organisasi yang bersiiaias,
memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tantggarganisir berdasarkan
agama dan kecendikiawanan, memiliki program kergm dujuan yangjelas,

memiliki keanggotaan yang tetap, ada daftar dantukaanggota, serta

151 Riswanda ImawaNMemahami Keresahan PRffarian Republika, 11 Desember 1995, h.

152 Ridwan SaidiKebangkitan Islam..h. 125.
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keberadaannya ditetapkan melalui prosedur yand titatapkan secara fomaf
Penunjukkan atau pemilihan pimpinan melalui prosedsmi seperti Muktamar.
Meskipun sebelumnya, ketua ICMI telah ditetapkaetapi pemilihannya tetap
melalui prosedur yang ada (sidang) dalam simposdinMalang yang telah
disepakati bersama sebagai Muktamar ICMI.

Yang dinamakan kelompok kepentingan, mempunyaiatujkepentingan

dan keinginan tertentu. Dan sasarannya secaraul@gatau tidak, memang
(7 \ Y

berhubungan dengan sistem politik dimana kel m@ehtlngan tersebut berada.

Dengan kata lain, ikut mewarnai sistem poht@k%m@ cara mewarnai tentu saja
berbeda-beda. Ada yang secara lang u}f\q b\Q\rmaltamam dengan menduduki
posisi-posisi penting, ada pula yang be/{/adg dj besapi mampu mempengruhi
sistem tersebut dengan berbagal St[Jml;Q\ngan pem{knemberikannput).

/Ffi\\
ICMI lebih cenderung\ke/cara yang kedua yaitu ikgwarnai sistem

politik dengan cara men)\lk\@m sumbangan pemilkiepada pemerintatt® ICMI

mencoba mewarnai_Sis politik dengan cara mekdermasukan-masukan

(input) kepada /I‘“X;intah berupa pemikiran-pemikiran atansep-konsep,

contohnya dalam penyusunan Garis-Garis Haluan fde@@BHN). Selain itu,
secara tidak langsung memberikan kontribusi keppehaerintah dan juga secara

pribadi, anggota ICMI dari kalangan birokrat ikueéwarnai sistem.

153 Lihat Buku Petunjuk tentang Organisasi dan Keatamo ICMI (Jakarta: Dep.
Organisasi dan kelembagaan ICMI, 1991), h. 21.

1% | ihat “Risalah Deklarasi Pembentukan ICMI dan Riman Ketua Umum Pada
Muktamar nasional | ICMI dalam Adian Husaimembangun Masyarakat Muslifdakarta: Gema
Insani Press, 1996), h. 70.

155 Bakhtiar Ali, ICMI dalam Kontek Sosial Islanikompas, 5 Agustus 1994), h. 13.
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Terlepas dari posisi ICMI sebagai kelompok kepeyaim program atau
kegiatan ICMI dikaitkan dengan pengalokasian mi&i dalam arti luas, ICMI
seperti halnya dengan organisasi-organisasi yanguga memberikan pemikiran-
pemikirannya kepada pemerintah, baik melalui rakermmaupun silaknas. Misi
ICMI adalah dakwah Islamiyah secar komprehensikanatuk mencapai sasaran

dakwah tersebut, otomatis harus menyentuh seluehidigpan masyarakat baik

secara langsung maupun tidak langsung. /,\\
A \\
\\
Secara langsung memberikan masukém W\Engenal kgesapangunan
/- /\ //
kepada departemen -departemen dan peny\sunan GBethdngkan yang secara
\?\//Z

tidak langsung, mendukung programp\@tam pemérigi@am hal pendidikan

yang sesuai dengan program- program ICMI tanpa mkand sekolah-sekolah

\\ //’
RS
atau lembaga-lembaga pendldJkan “baru. Dilakukan lICiMelalui metode
//
pendekatan yang telah dlcanaﬁmkan yaitu pendeksttusional.

Selain itu, mel K{{ rogram-program kerja, ICMI gugerusaha membantu

pemerintah terut *a;t?f‘%ada bidang pendidikan. ICMI nyeknggarakan

perpustakaan, rfes:ffren, penayangan program patangkumber daya manusia
melalui televisi Pendidikan Indonesia, pemberiarasimva Orbit (Orang Tua

Bimbingan Terpadu), dan pengembangan Cendekiyawatairf

Sejalan dengan program pemerintah tentang penegkstmber daya

manusia, ICMI juga mendukung dengan menunjukkarurkgguhannya dengan

1%¢ | ihat program rensi Junnatun ICMI Priode 1992-168# rensi Junnatun 1993-1994.
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memprakarsai diselenggarakannya Seminar Sumber Bayasia’>’ Yang diikuti
oleh lima kelompok cendikiawan dari lima anggotag/ada di Indonesia seperti
ISKA (lkatan Sarjana Katholik), PIKIP (Persatuanelagnsia Kristen Indonesia
Protestan, KBCI (Keluarga Cendekiyawan Buddhis ieda), FCHI (Forum
Cendikiawan Hindu Indonesia), dan ICMI (lkatan G&ravan Muslim Indonesia).
Namun terakhir, ISKA mengundurkan diri dengan alasiarena belum siap

dengan pembicaranya (nara sumber) dan waktu ydmgpkgn ICMI terlalu sempit.
AN
\\\
ISKA merasa kurang dilibatkan secéfra\ﬁ?enyeluruhsamya dalam
\\:/
kontribusi biaya seminar, penentuan adahya ikrar oeateri ikrar diputuskan

\/Z
sepihak oleh ICMI. Padahal kesepaka SV S@mulaukautrapat pleno merupakan

keputsan terttinggi dalam kepanltraamm/a Djoko oMi, secara inplisit para

\\ /‘/‘

peserta Musyawarah Umum Wargadl\handung (Forung yaemutuskan ISKA
//

tidak ikut seminar) mengangghp//bahwa ikrar mempumgatif politik, artinya,

bahwa dengan adanya/ij%ﬁgersama , akan menglaturmphak-pihak tertentu

K=
dalam hal itu ICMI./‘:“\ﬁhwatiran kelompok ISKA idi sampaikan oleh Djoko

Wijono.**® Dengafh-mengutip salah satu pengertian ilmu politisitu siapa

mendapat apa, kapan dan bagaimana (politic is vet® \ghat, when and how).

Sikap Djoko tersebut dapat dikatakan sebagai ssitap Islamo Phobi&® Di
bidang teknologi adanya Iptekisasi pesantren, daeakan kabinet yang telah
diresmikan oleh presiden Soeharto pada saat MuktdindCMI tanggal 7

Desember 1993, disseminasi iptek melalui media aadasn konsultasi teknologi

157 Jalan panjang menuju kesepakatan, “Forum No gigainl September 1994, hal. 12.

18 Djoko Wijono, kekecewaan ISKA, sebagai Wacana IntropeRspublika, 20 Oktober
1994, hal. 11.

159 Husaini,Habibie, Soekarno dan Islam.hal. 34.
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tepat gund®® Di bdang pengembangan potensi sumber daya unadaldin dialog
regular antar ulama dan cendikiawan yang direghatta tanggal 27-28 November
1993 di Cisarua Bogor. Didirikannya harian Republilang dikelola Yay, tasan
Abdi Bangsa merupakan tindakan nyata, cepat daat telari ICMI untuk

menggalang potensi sumber daya umat.

Meskipun pada saat itu, telah ada harian lain sehagdah aspirasi umat

Islam yaitu Pelita, tapi sambutan umat terhaa&;ml;tQLka\sangat besar, terbukti
\\
dengan oplah yang cukup tinggi, menyaingi hdﬁmnﬁasyang lebih dulu terbit.
N/
Dana yang terkumpul dari masyarakat dehgan carabelersaham yangn telah

2o
disediakan. Dengan demikian, harlmp? T{igaadalah milik masyarakat Islam,

sedangkan pengelolaannya dltangam ﬁleh Yayasani Aachgsa di bawah
\ ~— //

Organisasi ICMI. r:;f~ N

//

g)aém rangka membantu perekoaontakyat,

Di bidang ekonomi
:‘:fi‘l menyalurkan kredit bpgra pedagang kecil di
::‘::‘fsMing]ﬁb dan ikut mendirikan Bank Muamalat dengan
pembagian keuﬁtﬂ‘;\?‘an sebagai pengganti bunga dekyinggung masalah
program ICMI yang lebih diwarnai oleh ICMI pusatbsdnnya bahwa Indonesia
adalah Negara kesatuan, integralistik dan serttkalistapi bukan berarti baik, kata
Bachtiar, sehingga wajar-wajar saja. Pengurus pysag lebih menentukan

(dominan), dan mendapat fasilit4s.

180 Rensi Junnatun 1993-1994.
161 Husaini, HabibieSoeharto dan Islam. h, 45.
162 Bachtiar Ali,ICMI dakam Konteks Sosial. Kpmpas Agustus 1994.
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Dengan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa IGMinyalurkan
aspirasinya dengan cara memberikan sumbangan pamiemikiran, ide-ide atau
gagasan-gagasan kepada pemerintah (kontribusi) tgaogrmin melalui program-
program kerjanya. ICMI melakukan politik alokatiéllpcative Politie$ yaitu
alokasi otoritatif nilai-nilai tertentu dalam suatmasyarakat untuk kepentingan
masyarakat tersebut secara keselurdfiRamlan Surbakti mengartikan politik
alokatif the authoritative allocation of value for a fsqcp&altu suatu kegiatan
yang mempengaruhi (mendukung, mengubah rﬁégtenpmgaas pembagian dan
penjatahan nilai-nilai dalam masyarak%tTUJuan%(a untuk kepentingan si pelaku

ﬁ \Tff;i// ’

ya. o

N ‘ NS

politik itu sendiri dengan para pengiku

1. Peran ICMI Dalamﬁ\ﬁ k?a5| Pemerintahan

Kelahiran ICM Ja tidak terlepas dari dukungamokrasi, dan setelah

lahir, birokrasi tid ‘:‘:i\\l\[rpakan begitu saja, kareth dalam kepengurusan ICMI

tetap merangkul\;t)iilrokrasi dengan duduknya parakiatodalam kepengurusan
ICMI. Ini memperlihatkan bahwa birokrasi diperlukasebagai mitra bagi
kelancaran program-program ICMI, mengingat birokrasmiliki sumber-sumber

kekuasaan yang tidak dimiliki lembaga lain, sehanggeran birokrasi di dalam

Negara, khususnya di Indonesia sangat dominan.kUmiglihat peran birokrasi

183 M. Syafii Anwar,ICMI Kelahiran dan ...h. 450.
184 Surbaktimemahami ilmu politik..h. 7.
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begitu besar, maka berikut ini penulis paparkanlupga birokrasi, sejarah
munculnya birokrasi di Indonesia dan menguatnyakibétsi pada masa Orde Baru.
Semakin  besar perhatian pemerintah  terhadap késgjah
warganegaranya, maka semakin meningkat pula cangmugan pemerintah,
terutama di bidang ekonomi (masyarakat)Dengan demikian pungsi pemerintah
akan bertambah luas. Fungsi-fungsi yang begitu, Imengharuskan pemerintah
menciptakan suatu jaringan struktr-struktur yangabgnenjamln terlaksananya
fungsi-fungsi tersebut secara efektif dan efléFérPéJQgsanaan secara efektif dan
efisien ini, hanya mampu dilakuukan olew/b\mk?barena birokrasi memiliki

2 N/

beberapa karakteristik ideal seperti \Mbag{anakqaemang hirarki, pengaturan

prilaku pemegang jabatan blrokraS| (ada aturan d&rnihubungan yang bersifat
/ / \\
impersonalitas, memiliki kemampuanﬁe((nls dandedf’

Dengan demikian, blrokfasfr\sangat dibutuhkan datzesyarakat, sehingga
N/

seringkali peran birokras';j\ pak berlebihan, jkibandingkan dengan pejabat

eksekutif sendiri. Idea“r“]“\‘  birokrasi hanya sebagdaksana kebijakan pemerintah

tetapi, dalam praktel ya terlibat dalam pembuatases kebijakan tersebut. Hal
ini dikarenakan ;\iﬁo masi dan penguasaan teknisgydmilikinya, sehingga

hampir seluruh kehidupan masyarakat dimasuki b@gkrtidak terkecuali di

Indonesia.

185 Mas’oed Perbandingan Sistem Politik.h, 97.
186 Arbi Sanit,Sistem Politik Indonesigjakarta: Rajawali Press, 1992), h. 98.

187 Max Waber,“Sikap Agama-Agama Dunia Lain Terhadap Orde Sosiah
Ekonomi, dalam Taufik Abdullah ,Agama, Etos Kerja dan Perkembangan ekonomi
(Jakarta: LP3ES, 1986), h. 78.
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Duduknya Birokrasi Dalam Kepengurusan ICMI. Dudukrpara birokrat
dalam kepengurusan ICMI seperti Harmoko, Azwar Arzexddu Amang, Saleh
Afif, Muslimin Nasution, Wardiman Djojonegoro, Hamyto Danutirto dan lain-lain
sebagai pengurus, menurut Imanuddin Abdullah bapra#tis manajemen saja.
Sedangkan menurut Sri Bintang Pamungkas, salalarspgrakar Dewan ICMI
pusat, bahwa hal itu hanya untuk memudahkan jalan@Mli, dan juga ICMI

bukan hanya diperuntukkan bagi golongan atau sekentu, sehingga wajar-wajar
/\\ Y
saja orang-orang dari kalangan birokrasi masukatﬁ?@nya menjadi anggota atau

\\77/“‘

pengurus. ‘(?:7\@'——/
)

Nasir Tamara, salah seorang e@(gurw ICMI pusatpueyai pandangan

RS

Negara rladia sangat menentukan

\

yang senada menurut Nasir, blrokrask EJ
/ \\\7
sehingga wajar saja ICMI mehé(npatkan orang-orangokiait dalam

kepengurusannya. Dan tentu(@a]a tujuan akhirnyar, E9MI melangkah dengan
N/

mudah, karena sebagian &%a@ kegiatan ICMI akamubengan dengan masalah

N\

perizinan yang diku s irokrasi. Pendapat yaikgntukakan Sri Bintang

Pamungkas dan Nas ir Tamara mencerminkan bahwarasiodi Indonesia sangat

menentukan di aara “ pengambilan suatu kebijakamatguk menentuikan hidup
matinya sebuah organisasi seperti ICMI, sehinggangaja ICMI berggandengan
tangan dengan birokrasi.

Anggota ICMI dapat dibedakan menjadi tiga kelomp8kyaitu: Pertama

kelompok sarjana dan pemikir Islairdedug kelompk politisi dan aktifis Islam.

188 Douglass Ramanghe Indonesia Muslim Intellectuals’ associationNIC) dalam
Politics in Indonesia: democracy islam and The Idgbof Tolerance(London and New York;
Rudledge, 1995), h. 76-77.
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Dan ketiga birokrat pemerintah. Kelompok pertama diwakikINurchlis Madjid
dan M. Dawam Rahardjo (juga Abdurrahman Wahid ybatpda diluar ICMI),
kelompok kedua diwakili oleh Amin Rais, Imaduddirbdulrahim, Sri Bintang
Pamungkas, Nasir Tamara, Adi Sasono, Din Syamsudidin juga M. Dawam
Rahardjo. Sedangkam kelompok ketiga diwakili oletarfliman Djojonegoro,
Haryanto Dhanutirto, Soetjipto Wirosardjono dan Hab sendiri. Posisi ketiga

kelompok ini terlihat seimbang dalam kompoosisi gqus pusat ICMI periode
~

1995-2000. Kelompok pemerintah mendomlrpsT\\gadaadeWemblna dewan

penasehat dan sebagian lagi di majellsopéngﬁruwe(ketua asisten dan
pendukung, sekretaris dan bendahara \@y \Q 8

Dominasi ini memperllhatkan Qahyv\; birokrasi sandgterlukan untuk
menunjang kelancaran aktifitas ICIVrkgelaln itupakadikatakan bahwa birokrasi

—

di Indonesia tidak dapat dlplsé(hkén dengan kelarggmu hidup sebuah organisasi

seperti ICMI. Meskipun a\ a@ gagasan yang muragar kepengurusan ICMI

melepaskan diri keter :‘x‘xiuhgannya kepada birokigtsipi hal ini tidak mungkin,

mengkingat Nega[‘:;fﬁd “nesia adalah Negara pejaitata Negara birokradi’
Dominasi ini terﬁﬁ; pula pada penunjukkan ketuajelss formatur yang
diserahkan kepada kelompok birokrat yaitu Haryambanutirto. Dengan
demikian, di satu pihak ICMI memanfaatkan posisokrasi untuk kelancaran
kegiatan-kegiatannya, di pihak lain, birokrasi mafaatkan ICMI untuk

mendukung program-program pemerintah. Jadi kedusaly@g memanfaatkan.

ICMI Sekarang dan Masa Depan

%9 Habibie , Hampir pasti Ketua Umum ICMI 1995-2008arian Kompas, tanggal 8
Desember 1995.
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Habibie bisa pergi, ICMI boleh ganti namun kenyataa yang tak
terelakkan ialah muncul kelas menengah muslim. Kgdadang orang melihat
ICMI dari kacamata politik dan melupakan gerakasiapkarena itu ICMI muncul
dan tenggelam dalam situasi dan kondisi yang sakejatrangan. Karena ICMI
mementingkan Iptek (ilmu pengetahuan dan teknaltgidpi sumber daya manusia
sangat kurang sehingga semangat baru belum terd8p&nyataan ini kadang
tidak sesuai dengan Habibie yang memiliki perandqul satu pihak sebagai

f\
leader di pihak lain sebagai fasilitator. Dengarp' Ear TZMI berhasil atau tidak

- \\\\

sangat tergantung pada figure Habibie, %hﬁgdalaﬂ;etHanm sudah tidak
N
menjadi orang penting (presiden) mak \1§§MI behllﬂngamor

ICMI telah menjadi sebuah tel@bgsan baru kemacp@juangan umat,
/ \\\7
dengan ICMI suasana segar telah \ohak(ml umat Ishaionesia dalam kurun masa

Orde Baru yang sebelumnya umai ISIam selalu diaiffg Pengalaman ini terbukti
N/

sejak pembentukan paniti Tg&%@apan kemerdekaamésdh, di zaman Orde lama,

N\

dan diawal Orde Baru T\gihat kepada perkembangtadaknya ada tiga pendapat

terhadap ICMI yalpe t‘ama pendapat yang menaruh harapan, kebanyakan
mereka dari gen/e:r:é‘s;‘f\fua, yang telah mengalami gatirnya Islam sebagai agama
kaum pinggiran. Kelompok ini terbagi kepada (a)okgbok yang memandang
ICMI sebagai organisasi dakwah seperti Muhammadiydt, DDII, MUI. (b)
kelompok yang memandang ICMI sebagai organisasinagéc) kelompok yang

memandang ICMI sebagai organisasi politik. Oranggyaerpendapat menaruh

harapan ini adalah Anwar Haryono.

10 Kuntowijoyo, Muslim Tanpa Masjid(Bandung: Mizan, 2001), h. 79.
1 Amien Rais‘ICMI harus Menyentuh Akar-Rumput Umat,” dalam naah Ali Faudli,
ICMI Antara Stattus Quo dan Demokradandung: Mizan, 1950), h. 281.
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Kedua pendapat yang meragukan, kelompok ini memandalyj sebagai
kooptasi Negara atau umat. Kelompok ini terbagiakiep(a) mereka yang relatif
pasif seperti Deliar Noer, Ridwan Saidi dan Emhaufi Nadjib, tetapi mereka
membiarkan ICMI bekerja. (b) mereka yang agrespesti Abdurrahman Wahid
yang mengatakan bahwa ICMI sektarian dan primotuh#t diluar maupun dalam

negeri. (c) mereka yang tidak puas yang terdiri deang-orang lama yang tidak

setuju dengan peran Islam politik dan generasi/l ) & menganggap ICMI
sebagai penghalang proses demokratisasi. | //[\\\\::\\
Melihat kepada pendapat diatas, malga\’b\%fk/émbalﬁyﬂmekarang berada
pada masa kemunduran. Hal ini diseb \g&p\@émmrannya pada masa lalu
PN
ICMI terlalu agresif, sehingga suka//[jét\\‘qt\é/trzat> menkiath antara kepentingan dan
program kerja. Disamping itu IC[Mi[\t?d’é\\li memiliki jebasan kader dan tujuannya

masuk ICMI dan ini terbukti ‘;ﬁﬁﬁé\/terjadinya kelorkp@lompok dalam ICMI.
AN

Kelompok tersebut adal rtama kelompok idealis, yaitu kelompok yang

N\

kelompok yang bena

‘memiliki cita-cita untmenegakkan Islam, tetapi
kelompok ini tldak{Krp “rfgaruIKedua kelompok yang ikut-ikutan karena takut
ketinggalan atas/;ié\e\ ‘\éjuan yang dicapai ICMI diklrsi, politik dan sebagainya.
Ketiga kelompok yang punya kepentingan untuk menjagaidkekian, karir dan
usaha serta promosi jabatan umumnya mereka damd@h pegawai negeri sipil,
ABRI dan termasuk pegawai BUMN?

Kelompok-kelompok tersebut diatas, dalam kiprahmyangembangkan

ICMI seringkali terjebak oleh logika kekuasaan Ot8laru didalam merespon

2 Deliar Noer Aku Bagian Umat.. h. 905-906.
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persoalan keumatan. Ternyata persoalan ini terdeadalam zaman reformasi,
pasca Soeharto dan Habibie tidak berada pada paggmlitik (kekuasaan). Hal
ini dapat dilihat ketidakberdayaan ICMI dalam meakan serta memperjuangkan
kepentingan nasib masyarakat yang tertindas, tergugang dilakukan oleh
penguasa. Sehingga isu-isu yang lebih direspon |G@dalah isu-isu elitis,
dibandingkan isu-isu kerakyatan yang sebenarnyashaenjadi komitmen ICMI di
dalam melakukan kerja-kerja kecendikiawanannya. /- X
Bahkan peran ICMI di zaman Mega)lva;i\;ternyata ¢0MI masih

menggunakan metode lama yaitu pendekatarvherﬁenmahn responnya sangat

N
kecil karena masa Megawati lebih ber \lfa”t\naslsnﬁjltambah lagi dengan tokoh-

tokoh teras ICMI telah berserakan denQa@ partai pang azas partai tidak Islam
/ \\\7
(nasionalis) seperti PAN ini merUpak&@ beban daatggan ICMI yang cukup

berat. Karena di Indonesia, tlc{Qk ada satupun @sgainndependen yang lepas dari
N/
campur tangan pemerin g}}\;xt@rmasuk ICMI. Jika adadgmagan ICMI bisa

N\

independen, itupun tidak mutlak benar. Karena mitiesetelah ada lampu hijau

[~ o

dari pemerintah. Ini ¢ uatu fakta sejarah yang dffjpehwa setiap organisasi yang

ada dipanggung;\k\ idupan nasional, apakah itu ipaoléik, organisasi massa,
organisasi cendikiawan, atau siapapun tidak bisabdikkan dengan prinsip-
prinsip dasar kebijakan nasional (pemerintah). Kardgu ICMI harus sebanyak

mungkin harmonis dengan kebijakan pemerintah sghin@MI bisa subur kalau

tidak ICMI akan jadi oposatf?

2. Peran ICMI Dalam Partai Politik

73 Amien RaisPolitik Adiluhung,(zaman wacana mulia, 1998), h. 287.
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Posisi-posisi strategis dalam pemerintahan merupal@ran orang atau
kelompok yang berkecimpung dalam dunia politik. dBil@aya sesuatu dapat
dikatakan sebagai kelompok kepentingan, akan tedengan masalah tersebut
memperoleh jabatan-jabatan publik (politik) ataubajan-jabatan dalam
pemerintahan. ICMI sebagai kelompok kepentinganbiégpadikaitkan dengan
masalah itu, duduk di kursi pemerintahan baik sabagenteri, anggota Dewan
Perwakilan Rakyat (DPR), maupun birokrat, bukass@\(m;a ICMI atau karna
program ICMI sebagai suau institusi, melalnk /k\g%lubungan pribadi yang

telah lama dirintis, dan sebelumnya memang”m?@kh menduduki posisi-posisi

tersebut.

Wardiman Djojonegoro sebagaT menterl DepartemendiBdan dan

\ - //
K
Kebudayaan, Harianto DanutlrtcLSEbagal menteri enhigan, dan B. Judono,
//
karena mereka adalah orang%rang kepercayaan ilabiBadan Pengkajian dan

NS

Penerapan teknologi (BX\ Habibie adalah salanasg menteri (Pembantu
Presiden) yang mem\:‘%/él akses (kesempatan) kpeadgerintahan dan pada saat
itu diberi keperc Xp untuk berperan menyusun ksmp menteri kabinet

pembangunan kablnet VI oleh presidéh.

Sedangkan anggota ICMI yang duduk sebagai anggetab Perwakilan
Rakyat seperti Sri Bintang Pamungkas berasal dataPPersatuan Pembangunan
(PPP), karena dipilih oleh Buya Ismail Hasan Matare Marwah Daus, Fadel

Muhammad dan Harmoko dari Golkar. Memang banyalggiomal ICMI yang

74 Sinardin WirondpGerakan Pollitik Indonesi@Jakarta: Puspa Swara, 1994). h. 109
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menonjol sebagai publik figur dan aktor politik, lagpun dilakukan atas nama

pribadi, bukan atas nama ICMI.

Berkaitan dengan masalah ICMI sebagai kelompok ridépgan politik,
jika pengertian politik dikaitan dengan semua keglokn masyarakat atau
keberkumpulan masyarakat, karena setiap keberkamptdrsebut mempunyai
implikasi politik, apalagi yang berhimpun adalamd&iawan yang pada dasarnya

mempunyai potensi, loyalitas dan kapasitas tertag@ d@ngan kata lain bahwa
N N

cendikiawan itu memiliki sumber power ilmu péng?eﬁlm dan professional. ICMI
N/

sebagai kelompok kepentingan poI|t|k m(-;maﬁg melakulkegiatan-kegiatan

\/Z
SV m;sltam hanya terbatas sebagai alat

politik, baik secara individu, maupun

\
untuk mendukung program- program eﬁ 1CMI bukan tdoluntuk “struggle for

\\ //
powef (menempatkan orang- orazngdafam posisi kekuasaan).
//

@)
@ng mengarah s$teuggle for power sebagai

Kalau ada kegiat

aktifitas-aktifitas yang ﬂ%kan perorangan buk@&Ml sebagai kelembagaan.

Contohnya, seperti a Iver-manuver Habibie, itahtedilakukan Habibie sejak

dulu sebelum h@.bj\je masuk ICMI. Keikutsertaan Heidi dalam menyusun
komposisi menteri kabinet pembangunan VI dan unalartdabibie kepada para
anggota Petisi 50 ke Perseorangan Terbatas Angkatdar(PT. PAL) di Surabaya,
harus dilihat kapasitas Habibie sebagai pembarggid®n dan selaku direktur di

PT. PAL.
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Sedangkan dalam Musyawarah Nasional V (MUNAS) QGolkzosisi
tawar menawarb@rgaining positioh yang dilakukan Habibie dianggap berhaSil,
sehingga menjadi Harmoko menjadi ketua Umum Gaqgdkeaigganti Wahono, harus
dilihat Habibie sebagai wakil Pembina Golkar. Mema&iprah Habibie saat itu
seringkali dikaitkan dengan ICMI, sehingga perulmah&ahono ke Harmoko
dianggap suatu tindakan politis yang dapat mel&acaHabibie plus Islam (ICMI)
ke pucuk pimpinan nasional di masa datang, karanailgy ini Golkar di pegang

(- \
oleh kalangan sipil biasanya dari kalangan ml|lt?[

/ / \ //
Antara Habibie selaku menten dah\Hgblble selaktu&kaumum ICMI

harus dapat dipisahkan, realita tidaklah, demlkmauena seorang public

pigursering dikaitkan dengan Iembaga1émbaga pubglir tersebut berperan

\ \ //
sebagai anggota atau pengurusrApabﬂ*az seperti Mallg baru saja dilahirkan, dan
//
telah mendapat sambutan ha@a}? dan pemerintahmdagarakat, sehingga wajar

saja dicurigal.

>an tidak bisa dikatakan bahwa ICMébagai

Indonesia, politik adalah pilar utama atau bisatikan sebagai panglima atau juga
muara, karena seluru bidang kehidupan, seperials@konomi, budaya dan lain-
lain akan berkaitan dengan masalah politik, demilpala dengan ICMI sebagai
salah satu organisasi masyarakat yang lahir di blmdbnesia. Sebenarnya

mekanisme penyaluran asprasi dari anggota ke pemqursat telah diatur, baik

175 \Wirodono,Gerakan Politik Indonesia..h, 116.



100

dari anggota ke pengurus Organisasi Satuan (ORS®F¥at ke pengurus
Organisasi Wiayah (ORWIL), maupun Orwil ke pengurBsisat, melalui
musyawarah Satuan, Musyawarah Wilayah, musyawargatPdan bisa juga

melalui rakornas.

Jalur-jalur diatas memang telah diatur di dalam gemgn Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga ICMI, tetapi pelaksanaarpaiiigan kadang berbeda

dengan harapan yang diinginkan. Silaturahmi Kemhal (Sllaknas) dan Rapat
\\
Koordinasi Nasional Rakorna$, hanya peIengKap %Ja Banyak masukan yang
\ —)
diberikan dari berbagai daerah, tetapi tmda@mma follow up setelah itu tidak

Kesibukan pengurus pusaI\\pe; Iu dipertanyakan, #&pallauk dengan
N

urusa-urusan masung-masung,- sethgga tidak memamlatk aspirasi dari bahah

)
atau sibuk dengan kegiata -keg|atan atau progravtl [ftisat, karena selama ini,

program ICMI di pusat mze \‘:‘j“tetap berjalan. Pemgalasspirasi dari bawah keatas

terabaikan, karen /itajjrh-forum seperti Rakornas &idaknas ICMI hanya

merupakan forum- “f‘f“gurus, bukan anggota. Dengarkid@mmasalah demokrasi
di ICMI juga tidak muncul, namun hal ini tidak hanynenjadi ICMI, karena

organisasi-organisasi lain juga begitu.

Selain itu, penyaluran aspirasi tidak hanya dilakuklari bawah keatas
(anggota kepada pengurus pusat), melainkan jugkuttén ICMI kepada pihak
pemerintah departemen-departemen pemerintah yatk@ittedan hasil kajian

masalah-masalah sosial politik yang sering dilakukabagai salah sastu badan
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pengkajian ICMI. Ini merupakan salah satu komitmi€MI untuk membangun

bangsa Indonesia.

Mekanisme penyaluran aspirasi bisa berjalan dengara seperti
hubungan pribadipersonal connectign perwakilan langsung atau perwakilan elit.
(elit representatio)) saluran formal dan institusional laiioimal and institutiond|,
dan demonstrasi serta kekerasamiest demonstratigrt’® Diantara keempat jenis
wadah penyaluran tersebut, ICMI lebih sering mgngghn saluran perwakilan

A
langsung/perwakilan elit dan biasanya ICMI/\/regﬁ\mdmung melalui Habibie
sebagai Ketua Umum. Karena ketua umuﬁ\q/meélllkl ald@am pengambilan

keputusan politik.

f\t\\\;/‘/‘
(mewarnai sistem politik)cmelalui jabatan-jabataangy diembannya. Seiring
A\
QN

dengan berdirinya IC I,:‘:;‘:“MI juga membantu YayasAbdi Bangsa yang

kemudian menerbi aﬂ:‘f“‘arlaﬁepublllka yang kini berkompetisi dengan harian
Kompas yang té@*\leblh awal terbit. Dari hariaputdika ini diharapkan dapat
membawa aspirasi ICMI ataupun menasionalisasikail K& tengah masyarakat.
Faktor penting yang sangat mendukung aspirsi I&kpada pemerintah atau
pelaksanaan program-programnya yang langsung ehsen dengan kehidupan

masyarakat adalah sumber daya yang dimiliki ICMIm8er daya yang dimiliki

176 Jean Jacques Raosse#ontrak sosial antara lain figure terj. Suardjo, (Jakarta:
Erlangga, 1986), h. 87.
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ICMI dapat dipilah-pilahkan menjadi beberapa faetotara lain Habibie, birokrasi,

profesionalisme, dan yang terakhir keimanan.

Pemilihan Habibie sebagai ketua umum ICMI oleh ppendirinya
dikarenakan penguasannya di bidang ilmu pengetaldaan teknologi yang
bermanfaat dimasa depan, khususnya kedirgantarsianCfaft Building) dan
perkapalan, mengingat Negara Indonesia adalah Bdggpulauan. Dalam surat

dukungan kepada Habibie, terutama antara Iaw&ap}\estasmya yang diakui

QY
secara nasional dan internasional dan kelkhlaé*m@a serta komitmen habibie
N/
terhadap agama Islam tdak dlraguﬁyrselan\tu}arena Habibie adalah seorang

\?Tnigllan kepan politik di tingkat atas.
(C N
\\ )
Ada tiga konsep umum méhg\m presiden Soeharto erek@percayaan

birokrat yang memiliki akses dalam pe

/

//,,

=

J
RN

kepada Habibié’® Pertama, pﬁﬁggllnaan ilmu pengetahuan dan tekmizltagn

\)
proses pembangunan, dan pgntlngnya kesadaran ak#@imgmya penggunaan

teknologi canggih, b k:‘j‘élam proses industrialisasaupun modernisasi

perekonomian na 'ort&aﬁy Kedua, pentingnya masalambeu daya manusia

Indonesia dalamt:‘ftannya dengan pemakaian teknekgggih dalam proses
pembangunan; ketiga, perlu lebih terlibathya mamukidonesia saat proses
industrialisasi dalam rangka mengubah struktur ekordari yang mengandalkan

barang-barang primer menjadi lebih ke dalam bakargng industri.

Meskipun Habibie seorang teknolog, tetapi bukaratbebuta politik,

karena ia belajar politik pada Soeharto, Soehattédah gurunya dan pemikir yang

177 Husaini,Habibie, Soeharto dan Islam..h,. 57.
178 \wiradono,Gerakan Politik Indonesia..h. 110.



103

jenius bagi Habibié’® Dalam penyusunan menteri kabinet pembangunan VI,
Habibie dipercaya dan diminta saran untuk hal dan akhirnya terdapat 14
teknolog masuk sebagai anggota kabififtdewan Pembina Jabatan wakil ketua
dewan Pembina yang diemban Habibie di tubuh Goligolongan Karya),
memberikan akses bagi perjalanan karier Habibiéiniégampak pada MUNAS V
Golkar, Habibie mewakilli dewan Pembina dan sebaggtua formatur ikut
membantu membentuk DPP Golkar yang sempat drloieb mantan ketua Golkar
Wabono'®! karena kurang dianggap kurang tepaé \s:ecara ogganss dan tidak

lumrah, tetapi DPP Golkar tetap terbentuk:- DJ épm:,ran Habibie tampaknya

a4 \ /
dikaitkan dengan isu-isu suksesi pas %Soabartgaﬂehemungklnan tampilnya
SN
Habibie sebagai figur pemimpin nasmna] a}arl pibigil 152
R \\/j
Kiprah Habibie sering dlkalﬂcanmlengan ICMI, selyadHabibie dan ICMI

//
haruslah dilihat sebagai altei:naﬂf kekuatan sipihabila menengok kembali

/\:‘%kandidat wakil presmata saat pemilu tahun 1992,

maka dapat dikatalga:‘?‘fi‘::; abibie dan ICMI tampil sebdgkuatan sipil, tanpa

r dan Golkar, karena saatatnpaknya kekuatan militer

mengikutsertaka/r‘l\@‘
masih sangat kuat. -
Bagaimana dengan ICMI, apakah ICMI juga ikut mekba diri dalam

pencalonan Habibie sebagai wakil presiden? Jawgbamahwa ICMI bukan

organisasi poplitik, maka siapapun calonnya, ICNtak akan memberikan

17 Husaini, HabibieSoeharto dan Islam. h, 60.
180\viradono,Gerakan Politik Indonesia..h. 111.
8 1bid..., h. 93.

¥3bid..., h. 115.
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statement, sebab didalam tubuh ICMI terdiri darbdrapa golongan. Pada
dasarnya, ICMI akan memberikan statement kepadeyaeang yang benar-benar
komitment kepada umat Islam dan bangsa, secard meridukung Habibié®®
Karena itu ICMI dapat dilihat sebagai kekuatan Isipieskipun ICMI bukan
organisasi politik, tetapi sikap atau komitment ICddpat mempengaruhi sebagian
besar umat Islam di Indonesia, mengingat ICMI dapatvakili sebagian besar

aspirasi umat Islam, khususnya para cendikiawaﬂimmug\

\‘/\\\ -
\\
Komitmen ICMI terhadap umat Islam érda)‘a\ﬁ secarammauinya ICMI
\ )
tidak memiliki kecenderungan kearflh \{gegmpok tettenapalagi  yang

o O
~ICMJ sendira guila anggota PPP. Jadi

7 \
ICMI tidak berorientasi kepada organ\ s/ polikténtu, tetapi yang jelas ICMI

\\ //
berpihak kepada kelompok Islam* Beﬁwcara masaalibpban sosial politik, erat
//
kaitannya dengan kelas menéng/ah Mengapa, kardaa kmenengahlah yang

dimaksudkan Golkar, karena di dala

biasanya diharapkan dr);\:%%iﬁki kemampuan untuk bzeva kearah perubahan
yang diinginkan kelaj‘\%é‘;g\léh suatu terminologi @isen yang terpenting bukan
pemilikan alat- ala@duk& akan tetapi aksee@@sg kepada sumber-sumber
kekuasaan, seperti kekayaan, ilmu pengetahuan elarologi, informasi, dan
sebagainya®* Sedangkan kelompok-kelomok strategis di Indonesgaerti ICMI

diartikan sebagai kelompok stratedi3.

183 Bachtiar Ali,ICMI Dalam Kontek...h. 13.

184 Happy Bone Zulkarnaedjgugat Kelas MenengaliJakarta: Fakahati Aneska, 1993), h.
101.

185 Hans Dieter Evers dan Tilman Schikklompok-kelompok Strategiglakarta: yayasan
Obor Indonesia, 1990), h. 12.
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Dalam suatu masyarakat, khususnya dalam straiifigasial biasanya
dibagi menjadi tiga tingkat. Tingkat pertama, abalkelas atas, tingkat kedua
adalah kelas menengah, dan ketiga kelas bawahs lé&a jumlahnya lebih kecil,
tingkat menengah lebih banyak, tingkat bawah. Kalas jumlahnya lebih kecil,
tingkat menengah lebih banyak, tingkat bawah jumyahlebih banyak dari kelas

atas dan kelas menengah disebut dengan masgheral®®

Selain itu, Jacksdfl’ juga membagi straﬂﬁka@ | sosial menjadi kelasata

NN Y
menengah atas, menengah bawah, pekerja déﬂ k@% bdadi kelas menengah
\ )
dibagi menjadi dua: atas dan bawah. Kelas @eneamrblasanya pendapatannya

%o .
a panjaedempat tinggal yang cukup

berasal dari pekerjaan yang berkarir ja

,/'7

N
- N
elit/apartemen yang baik, berlatar be al?ar(g safjar@amguasasi bidang industri dan

\\ //
terlibat aktif dalam organisasi kemasyamkatanaKemenengah bawah terdiri dari
//
kelompok masyarakat yang\ kwang berhasil dalamitusst pemerintahan,

wiraswasta dan profesy\\%ﬁa karyawan swasta.ernpdt tinggal di rumah

N
sederhana dan tidalg‘\\‘\a\yk seperti lingkungan ke¢geengah atas.

Pembahasag\i

kleas menengah telah muncul di Eropa menengah @eaderahan sebagai

las menengatidflle clasyterdapat di Eropa dan Amerika

perantara antara kelas atas dan bawah. Kelas manehd=ropa Barat, menurut
Mackie'®® merupakan berjoui tradisional yang doktrin utanaaagtalah pengakkuan
hak milik perseorangan, individualisme, persaingabas darrule of law Pada

awal kapitalisme, kelas ini berperan aktif dalamsyasakat sebagai penggerak

18 sarjadi, kaum Pinggiran kelas Menengah Quo Vadidakarta: Gramedia Pustaka
Utama, 1992), h. 31.

187 JacksonBureucratic Polityh. 31.

%8 1bid, h. 31
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utama dan pendorong terjadinya perubahan sosi#ikpdan eokonomi. Kelas
menengah terdiri dari para pedagang, pengusahastigdypetani pengusaha,
kelompok profesi dan pegawai negeri.

Dari kultur sejarah, kelas menengah dapat dibagj Kelas menengah lama
dan baru. Kelas menengah lama adalah penghasiigaeaang modal makanan,
manufaktur, serta penjual. Kelas menengah baru bisacul, karena modal
pendidikan yang ditempuh dan bergerak dalam bldaaqarch and development,
jasa parawisata, advertising, guru dosen sertaagldmgber -sumber ekonomi.

Kelas menengah tidak semuanya ke[a\g?térldlk yamgbakiengan ilmu

N

pengetahuan dan teknologi karena \Ogﬁal mﬂak haesdiri dari tingkat atas,

X\ N
menengah, dan bawah, tetapi kelas s]&%ldhpat didasarkan kepada:
/ / \\
a. Kegiatan konsumitif, terdiri¢ dakrkelas dibawah gakemiskinan, kelas di

—

atas garis kemlsklnan,{T{eias*makan apa, kelas mdikaana dan kelas jet

set.

d. Posisi politik, maksudnya jenjang-jenjang dalam gaenbilan keputusan
kebijaksanaan public.
e. Budaya, terdiri dari kelas priyayi, kelas petanirdh, kelasmetpolitan

super-culture dan sebagainya.

189 Happy Bone Zulkarnaen et. digugat Kelas Menengah.h, 59.
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Sebenarnya konsep kelas menengah di Indonesiam laela kesepakatan di
antara para ahli, karena memang karakter dan kedagngah yang sesungguuhnya
seperti di Eropa Barat, belum terdapat di Indonds@omena tersebut, akhirnya
memunculkan kelas menengah baru di Indonesia yamgecung tumbuh di daerah
perkotaan, mengingat sarana pendidikan lebih lgnghkakota dan pertumbuhan
ekonomi cenderung berada di perkotaan.

Dengan demikian, yang dimaksudkan seﬁQagai kelas emngah di
Indonesia meliput; pengusaha, intelektal, dos;ri@;gs seniman, mahasiswa,
kelompok professional dan sebagainya. Kelas @fﬁéb\@lm di Indonesia baik dari

% \ /
kelompok pengusaha, maupun po'fiR@Ls ©enderungamwgg pada peran

/

pemerintal®® Bagi para pengnusahax\aig
/ \\
monopoli usaha mudah dldapat poﬂ*tlkus untk pesisisi tertentu dalam

ar izin usaha, penguduedit dan

N
\\\ii;i;/‘/j
di Indonesia mengacu padakétgyri; pertama,

kekuasaan dengan mudabh.

Kelas menengah

yang menjadi kelas ngah baru, dan mendudw@tasitas menengah, karena
keturunan yaitu dg“\:ia\\h/;:ara memperoleh harta warlsadua, kelas menengah
yang muncul ka;é:ﬁafhasil kolusi dengan birokrasieka dekat dengan kekuasaan
Negara dan ini yang paling banyak. Ketiga, yangjatkrkelas menengah, karena
tingkat pendidikan, dan menjadi professional dabghya. Inilah yang benar-benar
dapat dikategorikan sebagai kelas menengah bdndalhesia, karena mempunyai

akses yang besar terhadap ilmu pengetahuan damldgkntermasuk kaum

intelektual yang mempunyai kecerdikan dalam merdnabses kepada kekuasaan

199pid...,h. 34
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dan melakukan apriorisasi terhadap kelas-kelasdalam masyarakat. Jadi yang

jelas bahwa kemunculan kelas ini karena ada hutoumpagditik.***

Dengan demikian ICMI, sebagai para cendikiawan yémgasal dan
berbagai profesi, dapat dikategorikan sebagai kedkrkelas menengah baru di
Indonesia termasuk ke dalam kategori ketiga. Padardya yang dinamakan kelas
menengah, diharapkan dan dianggap mampu untuk diegjan/sarana perubahan

sosial politik. Dengan ilmu pengetahuan dan tekyml@qas menengah mampu
(N
mengadakan perubahan kea rah itu. Selain |tu kﬁg@nsyang dimilikinya yaitu

N

sikap genit”® yang diartikan sebagai cenderunggﬁénjadl pembeiayg sifat ini,
N
sewaktu-waktu dapat meledak dan be \bahay@, apabﬂan yang ada tidak sesuai

dengan aspirasinya.

Sikap ICMI nampaknya suaah menjadl cirri khas dasias menengah,

tetapi sikap ini baru muncul Iég piarmukaan apahitaljdh kelompok ini semakin
N/
besar, sementara sistem g> berjalan dianggdpsetaiai dengan aspirasinya. Ini

bisa berbahaya yang N mengancam status quo yargnberkuasa, dan terjadi

[~ o

disintegrasi, apabila “digunakan kelas menengah kumtempengaruhimassa

periferal,'*3 menéiﬁg t kelas menengah mempunyai sumber powpertselana,
pemikiran, sarana transportasi, sarana komunikasi ¢hAringan organisasi.
Menggantungkan harapan perubahan kepada kelas gamnekhususnya di
Indonesia adalah naif secara teoritik dan goyahraeempirik'®* Kelas menengah

di Indonesia masih terus tergantung kepada peragtikemadirian, kompetisi dan

1 Happy Bone Zulkarnaemigugat Kelas Menengah, h. 15.
192 sarjadi Kaum Pinggiran...h. 36.

% pid., h. 56.

19 Happy Bone Zulkarnaemligugat Kelas Menengah..., 56.
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individualism tidak terdapat pada kelas menengdbriesia, karena budaya priyayi
jawa yang menekankan pada harmdnidan saling tolong menolong, yang
disebabkan oleh budaya partimorti&lsehingga keinginan untuk menentang yang
mapan tidak mungkin dilakukan, mengingat betapagsa sang bapak/patron
yang telah ditrima. Dengan demikian, penyelewendan penyimpangan yang
dilakukan patron akan ditolelir begitu saja, kardnadaya “sungkan.” Dengan
demikian kestabilan tetap terjaga dengan baik dmmhn’g\b\erlangsung terus.
Melihat kiprah ICMI sebagai kelas menehll%h yangtifemasih muda,

maka ICMI belum dapat dikatakan mempu’ﬁya{ p/oteablagal agen perubahan

2 N

sosial politik, barangkali benar, men \i@@at penata ICMI masihlong march

(panjang). Kemandirian ICMI memang\sg arang beluampliak, karena kiprah
/ \\\7
ICMI masih didukung oleh flgure Hab@le sebagaingrgpemerintah. Selain itu,

aktifitas ICMI tampaknya sebaglaﬁ\besar masih ¢hopoleh birokrasi pemerintah
N

yang kebetulan anggota/ urus ICMI. Dari gedwrigedariat, pendirian Bank

%San Abdi Bangsa sampaiakagikegiatan kecil seperti

/j:\:\\‘
seminar-seminar.

Muamalat, pendirian

Hubungaﬁ;\:‘éi\éra birokrasi dengan ICMI tidak dipksath begitu saja,
mengingat ada birokarat yang duduk dalam kepensgardCMI dan apabila
dilihat dari latar belakang keluarga, para birokexsebut berasal dari keluarga
santri. Apabila aktifitas-aktitas ICMI masih bergamg kepada uluran tangan

pemerintah sulit diharapkan mampu berperan ap&fun.

% |pid., h. 56.
19 Muhaimin,membangun Masyarakat Indonesia Abad XXdkarta: ICMI, 1991), h. 26.
" Happy Bone Zulkarnaemigugat Kelas Menengah. h, 56.
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Pembangunan di Indonesia di dominasi dua kelomgeaku kelompok
Widjojo Nitisastro dan kelompok Habibie dan ICMl.ed&dainya kelompok
Habibie dan ICMI justru akan memperkuat peranan axeegsedangkan kelas
menengah sedikit diberi kesempatan untuk turutnddegiatan ekonomi, maupun
pengembangan keputusan-keputusan pentfhg.

Ketidak mampuan ICMI sebagai kelas menengah menjadur kearah
perubahan sosial politik, karena ICMI masih tergagt’ﬁgur Habibie dan uluran
tangan birokrasi (pemerintah). Untuk itu Iangka)lgm?rus diambil ICMI adalah:
pertama, pimpinan ICMI yang akan datang Sefbalknyaasbil dari kalangan

N

cendikiawan murni non birokrasi. demikiai€mé&adirian akan ditemui

dalam tubuh ICMI. Kedua, men/gusahyakan sesedikit gkian orang-orang
OV
pemerintah atau birokrasi menjacf( pengurus ICMI, cuedi kelompok

intelektelektual seperti dosen /da?ﬂ ‘perguruan fingeggeri. Namun hal ini sulit
N

diakibatkan oleh;\lié‘t' ak mampuannya saat ini, mimghkja merupakan langkah

strategis untuk mengantisipasi langkah ICMI selya. Artinya ICMI menyadari
bahwa mustahil, tanpa Negara birokrasi dan milieMI akan mampu membawa
perubahan sosial politik, mengingat Negara darkba sangat dominan di Negara

sedang berkembang seperti Indoné&l@Bagi kehidupan sistem politik Indonesia

%8 Tharin Amal ThagoolaSistem Sosial Politik Indonesi@lakarta: Bima Aksara, 1992),
h. 40.
199 JacksonBureucratic polity....h. 3.
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Bureaucratic polity(masyarakat politik birokrasi) yaitu suatu sistpatitik dimana
pengambilan keputusan politik terbatas kepada pamerwira militer dan

birokrasi.




BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan

Keberadaan ICMI yang mendapat sambutan baik oérhepintah, dapat
dilihat sebagai suatu kesinambungan sejarah unfeh Isli Indonesia. Artinya
kemunculan ICMI yang mendapat legitimasi pemerin@ide Baru merupakan
proses perjuangan politik umat Islam dengan si;steiitikgygng ada.

ICMI dapat dikatakan sebagai kelompoibk;pentlngang mempunyai
tujuan kepentingan dan keinginan tertentu. /Bz}méaaaa secara langsung atau
tidak, memang berhubungan dengan r%témi;aéhﬂladarkelommk kepentingan
tersebut berada. Dengan kata Ialn/ |K@i\mewarrii1er$| politik yang ada, cara

4 )
mewarnai tentu saja berbeda- be a F diz;i yang semragaung bermain didalamnya,

dengan menduduki posisi-pq@jsr;pentmg, ada pulagyherada di luar, tetapi
N/

mampu mempengruhi sister

<t‘éjrsebut dengan berbsgabangan pemikiran
(memberikaninput). “
Duduknya pbl ;)krat dalam kepengurusan ICMI geparmoko, Azwar

Anas, Beddu A;nan Saleh Arif, Muslimin Nasution,aiiman Djojonegoro,
Haryanto Danutirto dan lain-lain sebagai penguadiglah merupakan wujud bukti

bahwa ICMI berperan dalam birokrasi pemerintahandibnesia.

Sedangkan dalam Musyawarah Nasional V (MUNAS) Qolkzosisi
tawar menawarb@rgaining positiof yang dilakukan Habibie dianggap berhasil,
sehingga menjadi Harmoko menjadi ketua Umum Gglieargganti Wahono, dan

Habibie sebagai wakil Pembina Golkar. Sedangkarg@agICMI yang duduk

101



113

sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat seperBiStang Pamungkas berasal
dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), kareiti diph Buya Ismail Hasan
Metareum, Marwah Daus, Fadel Muhammad dan HarmakoGblkar. Memang

banyak fungsional ICMI yang menonjol sebagai pulffigkir dan aktor politik di

masa itu.
B. Saran
/,’l'\\\\
Orang-orang yang tergabung dalam ICM[k\d:apat dijatkan sebagai
RN

kelas menengah. Sebagai kelas menengah dmawpkablasanya yang mampu
membawa perubahan sosial politik, tet@ﬂ Iél\/rf/bmernlllkl potensi, sedangkan

secara rill, ICMI belum dapat dlkatak/an ampu kieata, karena kemandirian

ICMI saat ini belum terlihat.

meskipun tidak popular, maka @ng menjadi pertamyakalah kapan perubahan ini

terjadi yang dimotori @éjICMI sebagai kelompokldss menengah yang

diharapkan masyar ka\;‘jkarena masa depan ICMinengg kepada sejauhmana

pengurus ICMI & ra serius dan terus menerus mamgrubaca tanda-tanda
zaman dengan cerdas dan kritis dan sebaliknya der&rtanyakan apakah sistem
politik yang saat ini sudah tidak sesuai lagi dengapirasi kelas menengah,

sehingga diperlukan perubahan sosial politik.

Ketidak mampuan ICMI adalah membawa perubahan Ispsldik yang
diakibatkan oleh ketidak mampuannya saat ini, mimghkja merupakan langkah

strategis untuk mengantisipasi langkah ICMI selamya.
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4. Tamatan STAIN Zawiyah Cot Ké?a Langsa Berijazaluta010
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RIWAYAT PEKERJAAN

1. Ketua Pengawas P |Iu Kecamatan Tahun 2009-2010

2. Guru Honorer MA Stanul Fakri Langsa Tahun 20Bekarang

3. Ketua Pengawas\\P milu Kota Langsa Tahun 2011-2012

4. Asisten Dosen 1A STAIN Zawiyah Cot Kala Tahun 305ekarang
5. Staf Teknis P nwaslu Kota Langsa Tahun 2013- Segara

RIWAYAT ORGANISASI

1. Ketua Umum HMI Komisariat Fak. Tarbiyah STAIN ZawatyCot Kala
Langsa

2. Ketua Bidang Organisasi HMI Cabang Langsa

3. Ketua Umum BKPRMI Kecamatan Langsa Timur



